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ABSTRAK

Nama . Yke Lestari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul . Dampak Pemberlakuan Kebijakan Bantuan Likuiditas

Bank Indonesia Terbadap Dunia Perbankan Indonesiz

Tesis ini membahas tentang dampak yang muncul sehubungan dengan Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia yang dikucurkan pada masa krisis dengan tujuan untuk
menyelematkan sistem perbankan nasional secara khusus dan keutuhan negara
secara umurn, Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian nomatif dengan tipe
cksploratoris dan menggunakan data primer serfa sekunder. Hasil daxi penelitian
adalah bahwa dampaknya terdiri dari dampak positif dan nepatif, dan
mempengarohl berbagat bidang, termasuk didalamnya perbankan.

Kata kunei ;
Kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BL.BL
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ABSTRACT

Name : Ike Lestard
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Impact of the Imposition of Bank Indonesia Liquidity Aid

Poliey Against Indonesian Banking System.

Thig thesis deals with impact that arises in relation to Bank Indonesia Liquidity
Aid that was disbursed during the crisis with the purpose of saving national
banking system in particular and the siate unity in general. This article is made
with normative research mothod with exploratory type and uses primary and
secondary data. The results of research is that its impacts consist of positive and
negative impacts, and affect various fields, including the he banking.

Key words
Bank Indongsia Liquidity Aid policy, BLBL
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di kawasan Asia Tenggara. Diawali
dengan krisis moneter yang melanda Thailand pertengahan tahun 1997 dimana
nilai fukar mata uang Bath yang selama 40 tahun terakhir berkisar sekitar 24 Bath
untuk satu dollar Amerika, pada bulan April 1997 telah ferpuruk menjadi 50
Bath.! Krisis tersebut berdampak pula pada Indonesia yang sebenarnya pada tahun
1990an justru sedang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat
Pukulan besar yang mendadak ini jelas berdampak besar pula bagi perbankan
Indongsia. Nilai fukar rupiah vang menurun drastis terhadap mata vang dollar
Amerika mepambah kesulitan yang ada dimana bank-bank nasional tidak dapat
memenuli kewajibannya terhadap bank-bank asing.

Tidak sampal disitu saja, karena perbankan meropakan ujung tombak
nerekonomian maka guncangnya sektor tersebut pasti berdampzk pula terhadap
sekior lainnya. Kondisi masyarakat mulai tidak stabil, karga-harga meloniak,
banyak usaha gulung tikar, pengangguran meningkat, dan lain-lain. Kondisi
denikian membuat masyarakat semakin resah, gkibatnya banyak demenstrasi
settap harl yang menuntut pemerintah mengambil sikap demi melindungi
masyarakat dari kehancuran, dan reaksi yang terburuk adalah dilakukannya rush
atau penarikan dana besar-besatan oleh masvarakat ates dapa mereka vang
tersimpan dt bank-bank nasional.

Untuk mengatasi kondisi krisis yang kian meruncing, pemerintah
kemudian mencetuskan sepulub langkab pemuliban ekonomi yang mencakup
bukan hanya moseter dan perbankan saja, akan tetapi termasuk kebijakan fiskal.

' Didik J. Rachbint dan Suwazdi Tone,dkk., Bark Indonesia Menijr ndependensi Bk
Sentral, Jakarta: PT. Mardi Mulyg, 20603, hal. §3.
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Di  bidang  perbankan, pemerintah akan membantu bank-bank nasional yang
sehat namun mengalami kesulitan likuiditas, sedangkan terbadap bank-bank
nasional yang kinerjanya buruk digarankan untuk melakukan merger dengan bank
yang mernpunyai kategori sehat. Nasun IMF melalui kesepakatan dalam Letter of
Intent (Lol)’ dengan Pemerintah Indonesia, menganjurkan bank yang tidak sehat
ditutup saja. Kemudian 16 bank dilikuidasi pada tanggal 1 November 1997, Hal
ini menyebabkan kepanikan terhadap masyarakat, para nasabzh bank khawatir
tidak bisa rogncairkan dana dari keenam belas bank yang dilikuidasi, karena
pemerintah banya menyediskan talangan dana sebesar Rp. 2.3 Tdlvun untuk
menjamin dana nasabah di bawah Rp. 20 juta,

Hal im menyebabkan berkurangnye bahkan Eiiangnya kepercayaan
masyarakat terhadap sistem perbankan dalam negeri, Masyarakat yang panik
semakin gencar meparik dang mereks. Penarikan oleh pasabah ini dilakukan
secara besar-besaran dan serentak schingga banyak bank mulai mulai mengalami
kesulitan kikuiditas. Hal ini mepimpa hampir semua bank, termasuk bank-bank
yang fadinya dalam kondisi sehat Keadaan ini memaksa otoritas moneter
‘mengucurkan kembali bantuan likuiditas untuk menyehatkan kembali perbankan.
Pemerintah selanjutnya membentuk badan khusus pntuk menangani bank-bank
yang bermasalah melalhd Keppres No. 27 Tahun 1998, yairu Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BFPN) yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
Jadi, kewenangan pembayaran kewajiban bank yang dijamin Pemerintah berada di
BPPN. Namun dalam pelaksanaannya, karena Pemerintah tidek mempunyai dana
maka Pemermtah kermudian meminta Baok Indonesia (BI} untuk menyediakan
dana talangan yang kemudian dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(BLBI). Scbagai konsekuensinya Pemerintah menerbitkan  obligasi  untuk
mengganti dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia vang dikeluarkan.

Istilah iai muncul semenjak Indonesia menjalankan program pemulihan ekonomi

? Leter of Intens adalah merupaksn dokumen ysng menggambarkan Iurgkah
kebijaksaraan yeng akan ditempuh negars anpgots dalam kaitan mendapatkan dukungas
pembisyaen IMF. Scchandjono & Associates, Studi Fhdun: Bentuem Liknidasi Bemk Indonesia,
{Jakartza: Bank Indonesia, 2002}, hat 7.

¥ Rachbini den Tonoe, dkk, Op £if., hal §7.08,
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dengan dukungan IMF yang menvebutkan berbagai fasilitas tadi sebagai liquidity
supporis. Sebagai terjemahan dari liguidity support dan untuk membedakannya
dengan XLBI yang lebih dikenal di masyarakat, telah digunakan istilah bantuan
BLBL*

Dana BLBI juga digunakan untuk membiayai kontrak derivatif baru atan
kerogian karena kontrak derivatif Jama yang jatuh tempo atau untuk cut Joss
(mengurang: kerugian), membiayai placement baru di pasar wvang antarbank
(PUAB), untuk ekspansi kredit, membiayai investasi dalam aktiva tetap,
pembukaan cabang baru, hingga untuk membiayai overhead bank.”

Delam operasinya ada berbagai jenis fasilitas likuiditas bank sentral
kepada sektor perbankan dengan persyaratan yang berbeda, sesuat dengan sasaran
maupun perunfukannys. Karena jenis fasilitas yang beragam ini, maka dalens arti
luas BLBI adalsh semua bantuan likuidites Bank Indonesiz di luar Kredit

Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada sekior perbankan.

Setelah begalarmya program BLBI ini, perhatian pelaku keuangan di
Indonesia tertuju kepada langkah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI),
dalam rangka persiapan untuk menangani bank yvang mengalami masalah
kecukupan modal disetor. Pemeringah dan Bank Indonesia secara prinsip melalui
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI} mengambil kebijakan memberikan
pembigyaan kepada bank yang mengatami masalsh sistemik. Pengucuran dana
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pengikatan jaminannya langsung
dilakukan pada saat it juga, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi.

Kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
yang menyebabkan kerugian negara hingpa ratusan trilyon bslum juga berhasil
dituntaskan. Kasus Bantan Likuidifas Bank Indopesia (BLBI) pertama kali

* NILT Sishaan Pencucion {ang dan Kejahatan Perbakan (Fdisi Revisi), (Yakarta:
Pusteka Singr Harspan, 2005, hal. 168-168,

* "Temuan BPK Penyimpangan BLB] Rp. 138 4 wrilyun”, hivg:ZAwerw kompas.cony,
Sabhisn3 Agustus 2000,

Univorsitas Indonesia

Dampak Pemberlakuan..., Ike Lestari, FH Ul, 2009



mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan hasil audit
nya pada bulan Agustus tshun 2000

Laporan Badan Pemeriksa Keuanpan terschut menyebut adanya
penyimpangan penyaluran dana BLBI sebesar Rp. 1384 tnliun dari total dana
senilai Rp. 144,5 triliun, Di samping itu disebutkan adanya penyelewengan
penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp. 80,4 triliun, Sampai
dengan akhir tahun 2002, dari 52 kasus BLBI barn 20 dalam proses penyelidikan
dan penyidikan, Sedangkan yang dilimpahkan ke pengadilan hanya 6 kasus.
Penvimpangan dana BLBI merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi
di negeri i

Fakta ini bisa dilikat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dari Rp 144,5 triliun dana BLBI yang dikucurkan kepada 48 bank umum
nasional, Rp 1384 triliun dinyatakan berpotensi merugikan negara®

Pana«dana Ramiuan Likuiditas Bank Indonesia tersebut-kurang jelas
penggunaannya, Juga terdapat penylmpangan dalam penvaluran  matpun
penggunaau dana BLBI yang dilakukan pemegang saliam, baik secara langsung
atau tidak langsung melalui gmp bank tersebut. Sedangkan hasil audit Badan
Fengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima
BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 friliun, Sebanyak Rp 534
friliun  merupakan  penvimpangan  berindikasi  korupsi dao  tindak  pidana
perbankan,

Upaya menyeret para pelaku korupsi dana BLBI sampa sast int masih
terbentur kendala penegakan hukum. Seolah hukum bungkam dan tidsk bertaring
menghadapi para konglomerat hitam' Untuk pepanganan kasus ini, Kejaksaan
Agung tidak menunjukkan kemajuan signifikan dari tabun ke tabun.

Buruknya penanganan kasus BLBI diperparah dengan kebijakan Jaksa
Agung yang menghentikan proses penyidikan (SP3) terhadap 10 tersangka
korupst BLBI pada tahun 2004,

£ hid
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Dari 13 tersangka yang telah divonis penjara oleh hakim di tingkat
pertama, banding, atau kasasi, hanya Hendrawan Haryono --terpidana
kasus korupsi BLBI Aspac-- yang berhasil dijebloskan ke penjera. Dua
terdakwa Jainnya tidak langsung masuk ke Lembaga pemasyarakatan. Dan
yang paling menyedihkan adaleh sembilan terdakowa melarikan dini ke Ivar
negeri sefelah dinyatakan bersalah dan divonis penjara oleh hakim
pengadilan.’

Dasar hukum vang digunakan adalak Surat Keterangan Lunas (SKL) yvang
dikeluarkan BPPN berdasarkan Inpres Neo 82002 Inpres fersebut tentang
Pgmberian Jaminan Kepastien IHuokaem Kepada Debitwr Yang Telab
Menyelesaiken Kowajibanpya Atan Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang
Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban
Pemegang Saham, lebik dikenal dengan Inpres tentang Release and Discharge.

Berdasarkan Inpres ini, para debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan
utangnya, walaupun hanya 30 persen dani Jumlah Kewajiban Pemegang Saham
(JIKPS) dalam bhentuk tunai dar 70 persen dibayar dengan seritfikat bukti hak
kepada BPPN. Atas dasar bukti ini, mereka yang diperilksa dalam proses
penyidikan akan mendapat SP3. Dan apabila kssusnya dalam proses i
pengadilan, makg akan dijadikan nevum atau bukti baru vang akan menjadi dasar
dibebaskannya para ferdakwa.

Hingga saat i1 tercatat beberapa nama konglomerat papan afas seperti
Sjamsul Nursalim, The Nin King, dan Beb Hasan yang telah mendapatkan SKL
dan sekaligus release and discharge dari pemerintab * Padahal, Inpres No 8/2002
vang menjadi dasar Kejaksean mengeluarkan SP3 Hu bertentangan dengan
sejumiah aturan hukum.”

? Edi Yunara, Korupsi don Pertonggangioweban Piduna Korspsi, {Bandung, PT. Citra
Aditys Bakti, 2605), hal, 85,

® Bank Indonesis, Mengureri Benang Kusut BLBI, hup/ffveww kampascony, Selasa, 12
Febsuari 2002,

? Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No, 20 Tahun
2001, Pasal 4 UU itu secars tegas menyebutkan bahwa :

Universifas Indonesia
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Dengan demikian, felas bahwa pengembalian aset afau utang sejumlah
tersangka korupsi kepada negara, tidak serda-merta menghapuskan proses tindak
pidana korupsi vang dilakuksnnya Scharusnya, pthak Kejzksaan Agung tetap
memproses para tersangka yang terlibat kasus BLBI hingga tabap penuntutan di
pengadilan,

Pergantian pemerintaban dan Megawati Soekarnoputri kepada Susilo
Bambang Yudhoyono, tampaknya kebijakan mengenai penyelesaian kasus BLBI
tidak mengalami perubahan, Pemerintah masih bersikap kompromi terhadap para
debitur BLBI dan lebik mempriontaskan pengembalian keuangan negara danipada
penegakan hukumnya. Jronisaya pemenintah seringksll memperlakukan para
konglomerat yang felah dinilai telah merugikan keusngan negara itu seccara
istimewa.

Pemerintah dalam menghadapi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indopesia
mengeluarkan kebyakan yang saat ini berada di fangan para konglomerat.
Pemerintah menerbitkan Letter of Release and Discharge (R and 1)) kepada
sejumlah obligor yang dipandang kooperatif dalam menyelesaikan utangnya
kepadz negara, yang berisi pembebasan dari tuntutan hukum, Scbagai langkah
awal Release and Discharge diterbitkan kepada cmpat konglomerat besar, yaitu
Sudwikatmone {cks Bank Surva dengan hutang Rp 1,88 friliun), Ibrahim Risjad
{eks Bank RSI dengan butang Rp 6368 miliar), The Nin King {¢ks Bank
Danahutama dengan hutang Rp 18,06 miliar) dan Liem Hendra {gks Bank Budi
Internasional depgan hutang Rp 17,6 miliar), Tidak tertutup kemungkinan,
Release and Discharge akan diberikan kepada obligor lain yang dinilat keoperatif
Dengan diterbitkan Release end Discharge tersebut maka para obligor dibari
kesernpatan untuk menunaikan kewaiibannya melalui penandatangan PKPS dan
APU, sementara dia dibebaskan dari tuntutan bukum (pidana). Kebijakan tersebut
dimaksudkan untuk menggugah para debitor agar mempunyai sermangat dan itikad

baik untuk segera melunasi hutangnya kopada negara.

“Pengembation  kernglan égz}a:zgw; negara alau  perekpnemian  negara  Ldak
menghapushkan  dipideumye peidiu tindok  pidmna der seterusnys’’
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Kebijakan Release und Discharge tersebut didasarkan pada Instruks
Presiden nomor 8 tahun 2002 dan hal isi yang terkandung di dalamnya; memuat
mengenai penyimpangan terhadap proses pemidanaan yang seharusnya ditakukan
terhadap penyimpangan dana BLBIL

Dari uraian latar belakang tersebut diatas jeias bahwa kebijakan Bantuan
Likuviditas Bank Indonesia yang diambil Pemerintzh saat ity membawa dampak
bagi negara Indonesia secara umum dan bagi dunia perbarkan pada khosusnya,
maka untuk itu perlu dilakukan pembehasan dalam suatu tulisan dengan judul :

“ DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA TERHADAP DUNJA PERBANKAN INDONESIA

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan tiga masalah sebagai
berikut :
I. Apsksh yang dimaksud dengan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia ? A
2. Bagaimanakah dampak dari diberdakukannya kebijzkan Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia terhedap duma perbankan Indonesia

secars w7

1.3, METODE PENELITIAN

Metode penelitian vang akan digunakan dalam penulisan proposal ini
adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menarik asas hukum dan

melihat sistematika hukum vyang terkait dengan pokok permasaiahanm dalam

¥ Sri Mamudii, ¢f of, Metode FPenelitimn dan Penvlisan Hukum, cerl, (Jakarts: Badan
Penerbit Fakuitas Bukum Uslversitas Indonesia 2005}, kal 10
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penelitian inf, antsra lain melihat produk-produk hukum yang mendasan
diberfakukannya kebijakan Bantuan Likviditas Bank Indonesia ini, juga melibat
bagaimana penerapan kebijakan ini dalam prakieknya, apakah sesuai dan
membawa manfaat bagi negara ataokah jusiru mengandung penyimpangan
terhadap peraturan-peraturan lainnya.

Ditinjau dari sudut sifatnya, penelitian ini akan menggunakan tipologi
penelitian deskriptif’' dengan tujuan untuk meneranpkan secara lengkap tentang
apa vang disebut dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI}, Bank
Indonesia sebagai bank sentral, dan dunia perbankan secara umum, agar bisa
dengan jelas menguraikan aspek-aspek diatas secara terperingi.

Adapun mengenai jenis data yang akan digunakan dalam penelitian
adalah data sekunder.'* Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan
kepustakaan akan mencakup dokumen-dokumen resmi, buka»%;zzkzz, peraturan
perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan BLBI
yang dibahas dalam penelitian inl. Data-data (ersebut akan diperkuat dengan
wawancgra yang akan dilakukan terbadap seorang/beberapa orang narasumber
vang memitiki keferkaitan dengan obyek yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Alat pengumpulan data terdin dari figa jenis, yaitu studi dokumen,
pengamatan, dan wawancara."” Adapun dalam penelitian ini alat pengumpulan
yang akan digunakan adalah studi dokumen wntuk mendapatkan data-data yang
dibutubkan dan wawancarz terhadap pihak-pthak terkait untuk mendapatkan
keterangan terperinci dari tamgan pertama. Selain itu wawancara juga bisa
dilakukan terhadap para ahli untuk mendapatkan penfelasan atas aspek-aspek yang
akan dibahas dalam penelitian mi.

Sedangkan untuk alat pengumpulan data berupa studi dokumen akan
ditakukan mencakup ;

Y rsid, hal 4,

 Soerjono Soskanto, Pengantar Perclition Hukur, cet. T, (Jakarta: UL-Press, 1986),
hal. 12
B g, hal. 66.
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1. Bahan hukum prirer yang terdini dari peraturan perundang-undangan
yang berkaifan langsung dengan BLBL

2. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, artikel, tesis, diserfasi,
dan bahan-bahan pustaka lainnya vang memiliki substansi ferkait
dengan pokok permasalahan. Bahan hukum sekunder ini akan
digunakan sebagai referensi umum dan landasan teori.

3. Behan hukum tersier yang mencakup ensiklopedi dan kamus. Bahan
hukum tersier ini akan berfungsi schagal sumber referensi langsung
terhadap istilsh-istilah asing atau sulit yang memerlukan penjelasan
atau ferjemahan dad bahan-bakan diatas.

Seluruh data yang terkumpul kemudian skan diolah dan disnalisis
mengpgunakan metode pendekatan kualitatif Metode ini memiliki cin-ciri vang
cocok diterapkan dpada penelifian inl antara Iain  menggunakan Hpolog
eksploratoris, teort yang digunakan terbatas, lebih kepada kasus ferfentn, dan
mengpunakan wawanicara sebagad salah satu alat pengumpulan datanya. ' Dengan
demikian sasaran dan pokok permasalahan penelitian ini dapat terjawab dan bisa
diberikan pambaran lengkap mengenai BLBI, dan dampaknya tcrhadap
keseluruhan dunia perbanken Indonesia,

14. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebuah sistematika penulisan sangat diperiukan ¢i dalam suata penulisan
tesis, agar penulisan tesis inl mergadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan
tesis ini keseturuhannya terdiri dari 3 bab, yaitu sebagai berikut !

BAB1: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang
penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta akhir bab diuraikan

mengenal sistematika penulisan.

" Mamudji, op.cit, hat, 67,
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BAB I : Dampak Pemberiakuan Kehijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Terhadap Dunia Perbankan Indonesia
Dalam bab ini penulis akan menguratkan tentang teori — teori
mengenai Bank Indonesia sebagai bank sentral, kebijakan Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia, dan dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut terhadap dunia

perbankan Indonesia secara keseluruhan.

BAB Ii: Penutup

Merupakan bab terakhir, penulis raengemukakan kesimpulan dari bab
~ bab vang ada sebelumeya yang merupakan jawsban atas permasalahian tesis
berdasarkan hasil analisis permasalahan serta adsnya beberapa saran.
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BABZ

DAMPAK PEMBERLAKUAN KEBIIAKAN BANTUAN LIKUIDITAS
BANK INDONESIA TERHADAP DUNIA PERBANKAN INDONESIA

2.1.  BANKINDONESIA
2,11, Sejarah Bank Indonesia

Peran dan tugas Bank Ircdlonesia selaku Bank Sentral di Indonesia telah
mengalami evolust dart yvang semula sebagai bank sirkulasi, kemudian telah
diminta Pemerintah sebagai agen pembangunan, dan terakhir sgjzk tahun 1999
telah menjadi lambaga yang independent dengan tugas-tugas merumuskan dan
melaksanzkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran, seéria mengatur dan mengawasi bank uniuk mencapsi injuan

kestabilan nilai rupiah.'”

Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia belum memiliki bank sentral
sepertl yang ada pada saat ini. Pada masa itu fungsi bank sentral hanya terbatas
sebagal bank sirkulasi. Tugas scbagai bank sitkulasi dilaksanakan oleh De
Javasche Bank NV yang diberi hak okirooi Tahun 1827, yaitu hak mencetak dan

mengedarkan vang Gulden Belanda oleh Pemerintah Belanda.

Pada rasa setefah proklamast kemerdekaan Indonesia, dalam penjelasan
bab V1i pasal 23 LU 1945 disebutkan bahwa dibentuk sebuah bank sentral yang
disebut Bank Indonesia dengan tugas mengeluarkan dan mengatur peredaran vang
kertas.”® Selanjutnya, pada tanggal 19 Seplember 1945 dalam sidang Dewan

¥ Perry Warfiyo, Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengesniar,
Pusat Pendidikan dan Studi Kebunksentralan (PPSK), Jakarta, 2064, hal. 19

™ Bank Indonesia, Sefarah Hank Sewial Indowesia, wttpfiwwowbigoid,  Jakarta,
Agustus, 20061,

i1
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Menteri, Pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan satu bank
sirkulasi berbentuk bank milik Negara. Berkaitan dengan hal fersebut, langkah
pertaina adalah membentuk yayasan dengan nama “Pusat Bank Indonesia”.
Yayasan tersebut merupakan cikal bakal berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada tahun 1949 berlangsung Konferensi Meja Bundar (KMB} di Den
Haag, dan salah satu keputusan pentingnya adalah penyerahan kedaulatan
Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Berkaitan dengan
masalah perbankan, pada saat tersebut utusan Pemerintah mengalami kesulitan
untuk mengusahakan agar Bank Negara Indonesia yang didinkan sejak tahun
1946 ditetapkan sebapal bank sentral RIS sehingga Pemerintah Indonesia terpaksa
menerima De Javasche Bank sebagai bank sentral, Dalam perkembangannya pada
tanggal 6 Desember 1951 dikeluarkan undang-undang nasionalisasi De Javasche
Bunk,”

Pada | Juli 1953 dikeluarkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank
Indonesia sebagal penggantt Javasche Bank Wer tahun 1922, Mulai saat itu
lahiriah satu bank sentral di Indonesia yang diberi nama Bank Indonesia. Sejak
Bank Indonesiz menjadi bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank.
Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan
mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melsksanakan beberapa
fupgsi bank komersial. Namun demikian, tanpwungjawab kebijakan moneter
berada di tangan Pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya
menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia™
Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas memberi petunjuk kepada direksi Bank
Indonesta dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan
perkembangan perkreditan dan perbankan. Semua ini jelas terlthat bahwa
kedudukan Bank Indonesia pada masa itu masth merupakan bagian dan

Pemerintah,

¥ i
® 1o i, hal. 21,
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Pada tahun 1968 dengan dikeluarkannya UU No. 13 Tahun 1968 tentang
Bank Sentral’’, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda karena beberapa fungsi
sebagaimana dilakukan oleh bank komersial dikapuskan ™ Namun demikian, misi
Bank Indonesia sebaga agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas-
fugas sebagai kasir Pemerintah dan banknya bank. Selain itu, Dewan Monster
sebagal lembaga yang membuat kebijakan yang berperan sebsgai perumus
kebijakan moneter masih tetap dipertahankan. Tugas Bank Indonesia sebagal agen
pembangunan fercermin pada tugas pokoknya, yaitu pertama mengatur, menjaga,
dan memelhara stabilitas nilai Rupiah, dan kedua mendorong kelancaran
produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja  guna
meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tugas-tugas pokok Bank Indonesia sebagai otoritas moneter pada masa
itu, khususnya untuk memelihara kestabilan nilai Rupiah, tidak selalu dapat
sejalan dengan tugas lain Bank Indonesia, yaitu tugas untuk mendorang
pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, misalnya sering pula diikuti oleh peningkatan harga-harga yang
tinggl. Hal ini discbabkan oleh menguatnya permintaan di ‘dalam negen
sehubungan dengan meningkainya pendapatan masyarakat sebagai dampak
perturmbuhan ekonomi yang tinggi.

Selanjutnya, dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 1999, kedudukan
Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia telah dipertegas kembali,
Dalam kaitan int, Bank Indonesia telah mempunyai kedudukan yang independen
di luar Pemenntah sebagaimana bank-bank sentral di beberapa Negara, seperti
Amerika Serikat, Filipina, Inggris, dil. Sebagai suatu lembaga vang independen,
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan
kehijakan yang telak ditetapkan dalam pelaksanaan tugasmya sesual undang-

* Tialam pembahasan schubungan dengan pokok permasalahan pada tulisan i, UU
inilah yang sken dijadifan acuan karena UU inilah vang berlaku pada saat diketuackan kebiiakan
BLBI, kendeti scharang telali dikeluarkan UU Bank Indonesia, veitu UU ao, 23 tshun 1989 yang
dkan disebitkan lebib lnnjot.

2 0p Cit,
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undang tanpa campur tangan pibak di luar Bank Indonesia. Dalam kaitan ind,
Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan setiap bentuk campur tangan
dari pihak di luar Bank Indonesia. Dengan independensi tersebut, Rank Indonesia
selaku otoritas moneter diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya
secara efekiif

Berdasarkan UU No, 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dinyatakan sebagai
badan hukum, schingga mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuastan
hukum termasuk mengelola kekayaaunya sendiri terlepas darl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBEN). Bank Indonesia juga berwenang
membuat peraturan yang mengikat masyarakat lpas sesual dengan tugas dan
kewenangannya dan dapat bertindak atas pamanya sendiri di dalam dan di luar
pengadilan.

2.1.2. Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral

Menurut UU No. 13 tabun 1968 tentang Bank sentral, Bank Indonesia
adalah bank senfral yang berpusat di Jakarta yvang merepakan milik atau aset
negara, yang modalnya merupakan kekayaan yang dipisabkan, dan bertindak
sebagai pemegang kas Pemerntzh, yang memibhki modal sebesar Rp.
1.006.000.000,60 {seribu juta mgziah)zs yang merupakan kekayaan negara yang
dipisahkan,

Herdasarkan Pemgelasan Umum (U No. 13/1968, Bank Indonesia sebagai
bank sentral bertugas membantu Presiden dalamm melaksanakan tugasnya
berdasarkan garis-garis pokok kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan
Direksi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Pemerintah.

 Bank Indonesia memiliki modal sebesay Rp. 2.000.000.000.000 (dua trilyun rupish)
dan harus ditambab sehingga menjadi pafing banyak 10% (sepuluh persen} dari selurub kewsjiban
maneter, dengan dana yang berasal dari Cadangan Umum atau deri besi revaluast asset.

Katzlog “Tentang Bank Indonesin”, Humas Bank Indonesicr, Jakarta, 15 Maret 2004,
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2.1.3. Tugas dan Tojoan Bank Indonesia

UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral, menempatkan Bank Indonesia
sebagai pembantu Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Dalam
pasal 7 disebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah :

a. Mengatur, menjaga dan memelibara kestabilan nilai Rupiah; dan
b. Mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas
kesempatan kerja guns meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia dapat mengambil
 langkeh-langkah sebagai berikut :

a. Menvusun rencana kredit unfuk susiu jangka waktu tertentu uniuk
diajukan kepada Pemerintah melatoi Dewan Monster;

b. Menetapkan tingkat dan struktur bunga;

¢. Menetapkan pembatasan kwalitatif dan kwantitatif’ atas pemberian kredit
oleh perbankan.™

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang ini disebutkan juga bahwa bagi Bank
Sentral telah diberikan beberapa kewesnangan dalam melaksanakan kebijaksasaan
moneter vang sesual dengan kebutshan penjagaan kestabilan nilai rupiah dan
perkembangan produksi serta pembangunan guna meningkatkan taraf hidup
rakyat, yaifu -

a. Dibidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemberian kredit dalam rekening koran kepada Pemenntah oleh Bank
Sentral hanya dilakukan dalam batas-batas anggaran yang telah disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan jaminan kertas perbendaharaan
Permintaan kredit yang melebihi batas-batas tersebut diatas hanya dapat
dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat. Ini berart: bahwa
Bank Sentral diberl wewenang untok menclak permintaan keedit  dan

# indonssia, Undang-undang tentang Bork Sertral, UU No. 13 tabun 1968 pasal 32 ayat €1).
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Pemerintah sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tambzhan
disetujul oleh DPR.

. Dibidang perkreditan

Bank sentral dan perbankan pada umummya diwgjibkan mengikuti batas-
batas yang telah ditetapkan dalam rencana kredit. Rencana kredit tersebut
disusun ofch bank sentral untuk diajukan kepada Pemerintah melalui
Dewan Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter.

Sebagai banker's bank, Bank Sentral dapat memberikan kvedit Likuiditas
kepada bank-bank untuk tujuan peningkatan produksi dan lain-lain sesuai
dengan program Pemerintah, sedangkan sebagai /ender of the last resort,
Bank sentral dapat membertkan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk
mengatasi kesulian-kesulitan Hkuiditas yang dihadapinya dalam keadaan
darural.

Dalam hal 1 pemberian kredit yang diberikan oleh Bank sentral
dilakukarn dalam rangka program Pemerintah dan dalam batas-batas vang
ditetapkan oleh rencana kredd yang bersangkutan. Lisamping iu Bank
sentral mempunyat wewenang untuk menetapkan batas-batas kwantitatif
dan kualitatif dibidang perkreditan bagi perbankan, satu dan lainnya dalam
rangka pelaksanaan kebijakan moneter yang telah diietapkan oleh
Pemerintah.

. Dibidang devisa

Dalam menjaga dan memelihara kesatbilan nilai Rupiakh terhadap valuta
asing, maka Bank sentral menyusun tencana devisa dalam rangka
pemeliharaan  ckonomi masional dan  memperlancar  usaba-usaha
pembangunan dengan memperhatikan posisi bikuiditas dan solvabiliias
internasional.

Rencana devisa tersebui digjukan kepada Pemerintah melalm Dewan
Moneter dalam rangka penyusunan rencana moneter.

Untuk keperluan ini, Bank sentral antara lain menetapkan dan memelihara

cadangan minimum dibidang devisa dalam perbandingan yang layak
Universitas indonesta
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terbadap kewajiban internmsional.  Apabila  perkembangan neraca
pembayaran menunjukkan gejalz-gejala yang menwrgukkap turunan
cadangan devisa dan emas milik Negara dibawah cadangan minimum,
maka bank sentral mendahului Keputusan Pemerintah tentang hal ini wajb
mengambil tindakan pengamanan yang dipandangnya perlu uatuk

mengembalikan keseimbangan dalam neraca tersebut,

4. Dibidang pembinaan dan pengawasan Bank

Bank sentral berkewajiban pula untuk membina dan mengawasi perbankan
di Indonesia, baik dan sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan
pengaturan dan penjagaan likuiditas dan solvabilitas bank maupun dan
sudut monster dengan jalan pengaturan dan pengawagan terhadap
pemberian kredit bank, _
Kewajiban tersebut diatas dilakukan dalam rangka vsaha perkembangan
yang sehat_dan' urusan kredit dan urusan perbankan.

2,14, Fungsi Bank Indonesia

Dalam Penjelasan Umuam H(h) UU No. 13/1568 disebutkan bahwa fungsi
dan wewenang Bank Indonesia dalam sekior perbankan adalah |

a.  Scbagai Banker's bunk
Dalam bal ini bank sentral dapat memberikan kredit likuiditas terhadap
bank-bank (sebagai bank pelaksana) untuk tujuan  peningkatan
produksi, dll sesuai dengan program tujuan Pemernintah;

b. Sebagat Lender if the last resort

Untversitas Indenesia
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Bank sentral dapat memberiken kredit likuiditas kepada bank-bank
untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapi perbankan dalam
keadaan darurat, vaitu untuk membantu mengatast mismaichk yang
disebabkan oleh resiko kredit atau resiko pembiayaan. Artinya, > Bank
Indonesia berperan sebagai kreditur akhir dengan membenkan kredit
kepada perbankan karena sumber pembiayaan lain telah tertutup. Bank
Indonesia dapat memberikan kyedit atau pembiayaan kepada bank yang
mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh
terjadinya  mismatch dalam pengelolaan dana dengan tetap
memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di dalam UL Bank Indonesia. |

2.1.5. Hubungan Antara Bank Indonesia dan Pemerintah

Pada tahun 1997-1598 tersebut, berdasarkan Undang-undang no.13 tahun
1968 tentang bank seniral yang berlaku saat ite, Bank Indonesia sangat
dipengaruhi oleh Pemerintah, Dalam pasal 8-13 UU po. 13/1968 disebutkan
bahwa hubingan Bank Indonesiz dan Pemerintah adalah hubungan subordinat.
Pada saat itu Bank Indonesia hanya bertindak sebagni pelaksans kebijakan,
sementara penentu kebijakanmya adalah Pemerintah. Hal ini terlibat darl adanya
Dewan Moneter yang berfungsi untuk menctapkan dan mengambil kebijakan di

bidang moncter.

Dewan Monster tersebut diketuai oleh Menteri Keuangan, dan duduk
scbagai salab satu anggotanva adalah Gubernur Bank Indonesia, dan anggota
fainnya adalah menieri-menteri yang membidangi keuvangan dap perckonomian,
Artinya, kedudukan Bank Indoncsia (dalam hal inl digambarkan dengan
kedudukan Gubernur Bank Indonesia) berada dibawah Pemerintah (dalam hal ini
digambarkan dengan Menteri Keuangan). Adanya campur tangan® ini dirasakan

 rhid hal. 119
* 1 dalam pasal 22 dan 23, Baek Indonesia dlawad lngsung oleh Pemerintah, vally

oleh Komisaris Pemerintah selaky pengawes bank sentral sebagsl perussiisan Anggote Komisaris
Unlversitas indongsia

Dampak Pemberlakuan..., Ike Lestari, FH Ul, 2009



i3

dapat membuka peloang adenya campwr tangan dani pihak luar yang dapat
menyebabkan kebijakan yang diambil menjadi kurang bahkan tidak efektf’

2.1.6. Hubungan Antara Bank Indonesia dan Perbankan Nasional

Membahas mengenai Bank Indonesia berarti kita berbicara mengenai
otonitas moneier di Indonesia. Bank Indonesia memegang peranan yang sangat
penting dan strategis dalam bidang perbankan khususnya dan perekonomian pada

gmumnya.

Di dalam 1) Perbankan, perbankan berfumpsi sebagai agenr of
development”” yaitu scbagai lembaga vang bertujuan guna mendukung
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuban ekonomi dan stabilitas nasional,
ke arah peningkatan taraf hidup oi'ang banyak. Sebagai agen pembangunan,
perbankan membangun kekuatan melalui sektor moneter, yaitu dengan
mengusahakan sektor ini untuk tetap stabil dan berjalan dengan baik. Hal ini
dilakukan mengingat adanys korglasi yang kuat dan tak terpisahikan antara sektor
mongter dan sektor riil dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila sektor moneter
bekerja dengan baik, niscaya sekior riil akan dapat maju dan berkembang. Bank
sangat diperiukan keberadaannya guna kelancaran kegiatan perckonomian sektor
ritl. Dengan kata lain, bank merupakan perantara sekior riil dan moneter. Hal
mnilah yang dapat memungkinkan rasvarakat melakukan investasi, distribusi dan

Pemerintal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Komisaris Pemerintah juga berhak
menghadiri rapat direksi Bank Sentral, untok mengawasi dan mencegah diambilnya keputusan
atau tindekan yang tidak tepat atau tidek sesvai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain
itn, Komisaris Pemerintah juga berhak melakuken pemeriksaen dengan meminta keterangan dan
semuz buky sertz murat-surat Bank Indonesia,

Theo F. Toemon {Divelctur Speed Curency), Bonk Sentral yang Independen, Kompas, 28
Mei 1998

% Op oif, bal. 6.
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konsumsi, Kelancaran ketiga usaha itu merupakan pintu pembangunan ekonomi
masyarakat.*® Fungsi ini merupakan penjabaran dari Pasal 4 UU Perbankan,

Seperti yang telah dikemukakan dalam Pergelasan Umum UU No. 13
tahun 1968 tentang Bank scntral, bahwa bank sentral berwenang untuk membina
dan mengawasi perbankan di Indonesia, baik dan sudut ckenomi perusahaan
ferutama dengan jalan pengaturan dan penjagean likuiditas dan solvabilitas bank
maupun dart sudut moneter dengan jalan pengahuran dan pengawasan ferhadap
pemberian kradii bank,

Bank adalah pilar penyangga perckosomian. Melalui bank, dana
masyarakat dibimpun dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk
kredit afaupun yang lainnya (Pasal 2 ayat {2} yo. Pasal 3 UU Perbankan). Hal
inifah yang memungkinkan bank menjalankan fangsi intermediasinya dalam Ialu
lintas perekonomian nasional, Dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat
ada beberapa syarat yang umum dipakai oleh bank dalam menganalisis kredit,
yang dikenal dengan istilah “Prinsip 5C, Prinsip 5P dan Prinsip 3R”, yaitu :

a, Prinsip 5C .

s Character, adalah reputasi baik dari pribadi calon debitur, yaitu
mereka yang selalu menepati janjinya dan berupaya untuk menepati
janji. Debitur harus mau dan mampy mengembalikan kredit,

»  Capltal, berarit calon debitur harus memihkl modal terlebih dahulu
vang dapat diteliti untuk mengetahul  tngkat rmasio dan
solvabilitasnya,

* (Capacily, adalab penilaian terhadap kemampuan calon debitur
dalam mengelola usahanya,

e Condition of FEconomic, periu juga dierhatikan kondisi

perekonomian saat u.

# 'y, $ri Susilo, et af. Bank dan Lembaga Kenangan Lain, {Jakarta: Salemba Empat,
2000), hat. 6.
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Collateral (jaminan atgu sgunan), yaitu kerpampuan calon debitor
memberikan agunan vang baik serta memiliki nilai baik secara

hukum dan ekonomi,

b. Prinsip 5P ;

FParty, yaito penggoolongn calon-calon debitur, guna meyakinkan
bank akan watak, kemampuan dan modal para pihak.

Purpose, adalah tujuan penggunaan kredit oleh debitur tersebut.
Payment, adalsh mengetahui apakah calon debitur tersebut
merapunyai  sumber pondapatan untuk mengembalikan kredit
beserts bunganya. ’

Profuability, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur
untuk memperoleh keuntungan dalam usahanya.

Frotection, merupakan analsisis terhadap sarana perlindungan bagt
kreditur.

¢, Prunsip 3R :

Returns, adalah analisis atas kemungkinan pengembalian kredit
beserta bunganya,

Repayment, merupakan perkirgan terhadap kemampuan calon
debitar untuk mengembalikan atay membayar kembali kartu kredit,
Risk begring ability, adalah analisis tentang kemampuan calon

debitur uniuk menanggung resiko.

Bank Indonesia secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai pengontrol

serta penggerak perbankan di Indonesia, Melali Bank Indonesia dapat lahir

peraturan-peraturan yang akomodatif dan visioner bagi perkembangan kegiatan

perbarnkan, sehingga akhirnya diharapkan dapat memenuht dan mencapai fungsi

dan fujuan perbankan. Apabila perbankan dalam posisi likuiditas yang baik dan

didukung oleh situasi negara yang kondusif, maka dengan sendirinya kondisi

perckonomian akan membaik sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat.
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Hzl ini dapat dilihat dengan jelas dalam czmpur tangan Bank Indonesia
ketika Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1997 vang mengakibatkan banyak
bank collapse dan kepercayaan masyarakat terhadap bank merosot sehingga
terjadi perarikan uang besar-besaran oleh para nasabah (rask) Ketika {tu Bank
Indonesia micmbantu Pemerintah dengan mengelvarkan dana talangan yang
kemusiian dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

2.2, TINJAUAN UMUM TENTANG BANTUAN LIKUIDITAS BANK
INDONESIA

2.2.1. Pengertian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Istilak Bantuan Likuidasi Bank Indonesia secara resmi dipergunakan oleh
Bank Indoncsia delam bulan Maret 1998, Istilah ini muncul semeniak Indonesia
menjalankan program pemulihan ekonomi dengan dukungan IMF {(Ineernational
Monetary Fund) yang mepyebutkan berbagal fasilitas tadi sebagai liguddity
supports. Untuk membedakan dengan Kredit Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
(selanfutnya disebut KLBI) yang lebih dikenal secara umum dan sebagai
terjemahan dard liguidity supports telah digunakan istilah Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia atau BLBL

BLBI adalab fasilitas yang diberikan olch Bank Indonesia kepada
perbankan, untuk menjaga kestabilan sistem pembayaran dan sektor perbankan,
agar tidak terganggu oleh adanya ketidakseimbangan (mismarck) likuiditas, antara
penerimaan dan penarikan dana padz bank-bank ** Perlu diingat, pengertian
mismatch atau ketidakseimbangan Itkurditas adalah keadaan yang fimbul akibat

? Sochandjors & Associates, ap ¢, hal. 9.
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adanya kesenjangan likuiditas karesa tagihan (liabilities) terhadap bank lebih
besar dari haknya untuk dibayar (assers).* Hal ini terjadi dalam pelaksanaan tugas
perbankan dalam melayani sektor riil, menyelesaikan pembayaran dari transaksi
yang terjadi antar para nasabah bank. Hak menperima bayaran dan kewajivan
membayar harian terjadi karena transaksi melalui dokumen (ron-cash paymens)
dengan perantarsan perbartan setiap bari kerja dicek melalui proses kliring,

Di Indonesia, proses kliring’® dilakukan oleh Bank Indonesia dan bank-
bank iain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Setiap hari bank-bank menyerahkan
bukti pembayaran dan tagihan uang melalui kiiring Bila hak tagih suatu bank
lebih kecil daripada kewajiban, maka bank tersebut mengalami kalah klinng, Hal
ini adalah hal yang biasa terjadh, sebab posisi serio dari hak dan kewajiban harian
tidak selalu sama. Kalah kliring baru merupakan snatu masalah apabila suatu bank
mengalaminya ferus menerus. Dalam keadaan nommal, untuk menutupi
kekurangannya, bank yang kalah kliring dapat menggunakan davanya sendiri,
baik yang disimpan dikasnya mauvpun vang disimpan didalam giro pada Bank
Indonesia atau meminjam dana dari bank lain dalarn Pasar Uang Antar Bank
(PUAB) dengan suku bunga yang berlaku.* Bila melalui kedua cara diatas dana
yang dibutuhkan tidak diperoleh, barulah bank tersebut mengajukan permintaan
untuk menggunskan fasilitas Rank Indonesia, schagal lender of the fast resors,
dengan suku bunga vang lebih besar dan pasar. Lazimnya tindakan meminta
fasilitas dari Bank Indonesia ini tidak suka dilakukan oleh bank kareoa hal ini
menandakan bahwa bank tersebut tidak dipercaya untuk meminjam dana jangka

pendek dari sesama bank,

3 rhid,

3 Kiiring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank atas nama
bank maupun assabal yang perbitungansya diselesatkan pada wakiu terjentu.

2 Disebut suku bunga SIBOR (Jekaria Inter-baik Offer Rate} yang berlaku untuk bank-
bank bosafide (21 bank samps! terjadinys keisis). Untek bank-bank diluar By, suku bunge
ditetapkan lebih tingai fagi (JIBOR plus). Menurut Kamug Istilsh Perbankan karys Riduas Tobink
& Nikolaus-Fanuel, dikenal juga istilsh LIBOR (London Infer-bank Qffer Rate), veitu suku bunga
antar bank yang berlaku & Londen.
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Dalam operasinya ada beberapa jenis fasilitas likuiditas bank sentral
kepada sektor perbankan dengan penyertaan vang berbeda, sesuai dengan sasaran
maupun peruntukkannya. Fasilitas likuiditas Bank Indonesia dalam pengertian
terdapat berbagai jenis, schingga pengertian BLBI adalah scmua fasilitas
tikuiditas Bank Indonesia yang disalurkan atau diberikan kepada bank, di luar
KLEBL

Apabila KLBI merupakan kredit Bank Indonesia vang disalurkan melaui
perbankan sebagai bank pelaksana bagi sektor-sekdor usaha vang diprioritaskan
olch Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan kredit “program”, maka BLBI
merupakan fasilitas “pon program” vang merupakan tanggapan atas kesulitan
likuiditas bank karena penarikan dana nasabah yang tidak dapat diatasi oleh bank-

bank secara individual >

Menurut catatan Bank Indonesia bantuan likuiditas yang termasuk dalam
BLBI meliputi 13 jenis yang dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok fasilitas
sebagai berikut';

a. Fasilitas dalam rangka mempertahankan kestabilan sistem pembayatan
vang bisa ferganggu karena adanya mismarch ateu kesenjangan antars
penemmaan dan penarikan dana perbankan, baik dalam jangks pendek
disebut fasiitas diskonte atau fasdis I dan vang berjangka Iebih panjang,
disebut fasdis 1T,

b. Fastitas dalam rangka operasi pasar terbuka {OPT) sejalan dengan
program moneter dalam bentuk SBPU lelang maupun Bilateral.

¢. Fasilitas dalarn rangka penyehatan fmasing ofau rescue) bank dalam
bentuk kredit likuiditas darurat (KL} dan kredit sub-ordinasi (SOL}.

d. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistem perbankan dan  sistem

pembayaran schubungan dengan adanya penarikan dans perbankan secara

¥ Center ¥or Financial Policy Studies. Bomuan Likuiditas Bank Indowsio : Swatn
Pelojaran Yang Sangat Mahal bagi Qtoritas Moneler dun Perbankan, Penarbit: 1. Elex Media
Komputindo, Jakarta, 2002, hal. 12.

M Loc Cit 2,hal 9410,
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besar-besatan (hank run atow rush) dalam bentuk penarikan cadangan
walib (GWM) atau adanya saldo negatif atau saldo debet atau overdraft
rekening bank di Bank Indonesia.

e. Fasilitas untuk memperiahankan kepercayasn masyarakat pada perbankan
dalam bentuk dana talangan untuk membayar kewajiban yang timbul dan
pelaksanaan janji Pemerintah  memperhatikan kepentingan deposan,
dimulai dengan deposan kecil dan kemudiar keseluruhan deposan dan
kreditur bank dalam sisterm penjaminan menyelurvh (blanket guarantee}
dan membayar kewajiban luar negeri bank dalam rangka perjanjian
Frankfurt.

Ada dua unsur pokok perbedaan BLBI dengan KLBI, datangnya inisiatif
dan suku bunga. Dari segi asal datangnya inisiatif, BLBI datang dan bank yang
ﬁzengajukan permintaan bantuan kepada Bank Indonesia .- schagal lender of the
L;Isf resort --karena menghadapi masalah ketidak scimbangan hkuiditas
(mismatch) antara penerimaan dana dan pembayaran yang tidak bisa ditutup
dengan sumber dana lain yang lazim dalam perbankan, Sedangkan dalam hal
KLBI inisiatif datang dan Baok Eu&an&sia, yang membantu pelaksanaan program
Pemerintzh (sebagai agent of developmeny) memberi kredit kepada bank
pelaksana agar menyalurkan keedit terscbut pada sektor atan kegiafan atau
kelompok yang diprioritaskan dalam program Pemenntah,

Sedangkan dari aspek suku bunga, BLB! mempunyai suku bungs yang
mengandung unsur penalti untuk mengurangi moral hazard dan karena itu selalu
lebih tinggi dari pasar. Sedangkan suke bunga KLBI mengandung unsur subsidi,
karcna itu lebih rendah dari suku bunga pasar. Dana kredit-kredit dengan KLBI
ini sering merupakan campuran dari dena Bank Indonesia (KLBI), dang anggaman
dan dana dari bank pelaksana sendiri, ini vang memungkinkan diberikan subsidi

suku bunga. **

% 3. Soedradjad Diwandono, Bergniat dengan Krisis deam Pernddibian Ekononii Indonesia,
Penerbit: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hal 170
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Dalam pembukuan Bank Indonesia posisi tanggal 29 Januari 1599 tercatat
pengpunaan dana BLBI sebesar Rp. 144.536.094.294.053,00 yang terbagi menjadi
beberapa bentuk, yaitu ¥ ;

a. Salde Giro Negarif

Saldo giro negatif sebagian besar terjadi karena kekalahan bank dalam
perhitungan kliring.*’ Bank kalah Kliring bila jurnlah nominal warkat
kewajiban yang dikliringkan lebih besar dani jumbah  warkat
tagibannya. Bila kalah kliring tersebut dalam jumlah yang jauh lebih
besar dari dananya yang tersedia (saldo kredit) pada rekening gironya
di Bank Indonesiz, maka rekening giro bank tersebut mensjadi
bersaldo negatif (overdarfl). Bila hal ini ferfaci, maka bank ferscbut
harus dapat menutup kekurangannva sebelum kliring berikutnya
dimulai.

Pada prinsipnya, rekering giro pada Bank Indonesia dilarang bersaldo
negatif. Bank yang tidek dapat menutup saldo nepatifiya dapat
diberbentikan sementara sebagal peseria kliring {dikenai skorsing). Hal
ini sesuai dengan SEBI No.14/8/AJUPB tanggal 10 September 1981
yang meropakan penjabaran dari Keputusan Diveksi Bazz};: Indonesia
No 14/735/Kep/DIR/UPPB  tanggal 10 September 1981, bahwa
kewenangan uniuk menetapkan sanksi stop kliring berada pada
penyelenggaraan kliring, vaite Bank Indonesia dan bank yang ditunjuk
oieh Bank Indonesia.

Memasuki masa krisis pada bulan Agustus 1997, banyak bank yang
mengalami saldo negatif didalam rekening gironya di Bank Indonesia,
Kemudian sesuai dengan Kepufusen Rapat Dircksi Bank Indonesia
pada tanggal 15 Agustus 1997, Bank Indonesia memberikan dispensasi
tanpa menyebuikan batas jumlah dan batas waktu yang tegas.”® Dalam

* Bank Indonesia, Pengikatan Hutang dan Jaminen BEBI | Takasta, 2001, hal. 25
¥ Loc Cit, hal. 174.
i Soehandiono & Associafes, op ¢#f hal, 19,
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keadaan nopmal, bank-bank dapat menutup saldo negatinya melalui
sumber dana PUAB. Namun, kondisi PUAB saat itu sangatiah buruk
sehingga bauyak bank ftidak dapat menutup seldo negatifnya.
Pertimbangan Bank Indonesia saat itu adalah apabile bank-bank
bersaldo negatif tersebut diskors kliring maka dikhawatirkan akan
banyak bank yang ditutup. Hal ini akan berdampak menurunkan
kepercayaan  masyarakat terhadap perbankan sehingga dapat
mengganggu stabilitas sistern perbankan dan sistom pembayaran.
Bank-bank tersebut akhirnya tetap mengikuti kliring dan sejek bulan
April 1998 fasilitas terscbut telah dibatasi. Selanjutnya untuk
mengamankan kepentingan Bank Indonesia, saldo nepatif tersebut
didudukkan menjadi suatu produk hukum dengan cara mengikatnya
secarg notanil, Fagilitas ini hanys diberikan dalam jangka wakiu
pendek dan harus dijamin dengan surat berharga vang berkualitas.

. Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSEPUK)

FSBPUK merupakan pengalihan dari saldo giro negatif dan/atan saldo

Fasilitas Diskonto | dan/atay Fasilitas Diskonto 11, Fasilitas ini hanya

diberikan sekalt saja. Pemberian FSBPUK dilaksanakan berdasarkan

Surat Direksi Bank Indonesia kepada Bark Penerima No,

30/50/DIRAUK tanggal 30 Desember 1997, yang telah mendapat

persetujuan Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretans Negara Na,

R-183/12/1997 tanggal 27 Desember 1997 untuk 28 bank.

Persyaratan-persyaratan Fasilitas FSBPUK dimuat dalam Surat Direksi

BI No. 30/50/DIR/UK fanggal 30 Desember 1997, perihal Permohonan

Pemberian Fasilitas SBPUK, vaiiu antara lain;

s Menandatangan: perjanjian kredit perubahan akta jual beli promes
nasabah yang dibuat secara notariil.

+ Jangks waktu maksiroum 18 bulan.

¢ Besamya diskonto 27% per tahun dibebankan dimuka.
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» Jaminan tambahan yang diserahkan berapa akiiva tetap milik bank
atau penjaminan laionya vang dimiliki pemegang saham serta
personal atau corporate guarantee.

= Penpgikatan jaminan diberikan secara notaniil. Pengikatan SBPUK
dilakukan secara notariil melalui akta jual beli promes nassbah
dengan penyeraban jaminan Jaminan pokoknya berupa promes
nasabah dan jaminan tambshannyz berups tansh, bangunan, surat
berharga, personal and corporate guaraniee,

Fasilitas ini memiliki nilal nominal sebesar Rp. 36,507.014.189.300,00
yvang terdiri  dari  nilal  tunat  FSBPUK  sebesar  Rp.
28.479.125.314.255.' 1 dan diskonto sebesar Rp.
7.027.887.357.044,32. Nilai tupai FSBPUK tersebut mempakan

konversi dari :

+ Saldo Giro Negatif
Posisi tanggal 31 Desember 1997 untuk 25 bank adalah sebesar Rp.
20.919.669.781.322,40,
* Fasilitas Diskonte |
- Fasilitas Diskonto I(FD I}
FD T ini merupakan alat peagendali moneter oleh bank sentral,
Penyediaannya untuk Bank atan Lembaga Kenangan Bukan
Bapk (LKBB)} dalam rangka memperlancar dapanya sehari-
hari. Fasilitas ini tidak berlaky lagi scjak & Maret 1998,

- Fasilitas Diskonto I Repo (FD 1 Repo)
Adgalah fasilitas vang diberikan untuk membantu bank sehat
yang memiliki Sertiftkat Bank Indonesia (SBI) tapi mengalami
masalah likuiditas akibat krisis moneter schingga melanggar
ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). FD 1 Repo
merupakan fasilitas  yang  disediakan  dalam  rangka
memperlancar pengaturen likuiditas sehari-hari dan salah satu
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alat pengendali moneter, Fasilitas tersebut dilakukan dengan
cara penjualan surat berharga secara repo  (repwrchase
agreement) atau penjaminan surat berharga (secured discount
window). Surat berbarga yang dapat dipergunakan adalah :
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)”, dan atau Surat Berharga
Pasar Uang (SBPU) dalam hal im promes atau wesel yang
diendors oleh bank lain.

Posisi FD 1 Repo per tanggal 31 Desember 1997 vang
dikonversi menjadi  FSBPUK  adalsh  scbesar  Rp
1.6583.244 168 96 untuk empat hank,

- Fasilitas Diskonto I Penjaminan Surat Berharga
Penyediaan fasilitas BLBI berpedoman pada Surat Edaran No.
215/0KU tanggal 27 Okiober 1988 dimana telah dicabut
berdasarkan SE No. 30/18/UPPB tanggal 6 Maret 1998, Tidak
ada fasilitas diskonto 1 penjaminan surat berharga yang
dikonversi menjadi FSBPUK.

o, New Fusilitas Doskonto (Fasdis)

Fasdis disediakan bagi bank untuk menutup kekurangan Giro Wajib
Minimum {GWM) dan/atac menufup dan/atan mengantisipast dan
mencepah terjadinya saldo giro negatifl Fasdis diberlakukan sejak
tangpal & Maret 1998 untuk menutup pelanggaran, Fasdis ini berjangka
waktn 7 hari kerja dan dapat diperpaniang 2 kali 7 han kerja. Tingkat
fiskonto Fasdis 7 hari kerja adalah 200% dani suke bunga Pasar Uang
Antara Bank (PUAB) atau Jakarta nter Bank Offered Rate (JIBOR)
tjuh hari. Untuk yang jangka waktunya lebil dari 7 hari, besarnya
diskonto adalah 300% dan suku bunga JIBOR.

Y Pengertian $BI berdasarkan Surat Edaren Bank Indonesia (SERT) No, 21730/UPG,
tanggal 27 Oktober 1988 angks 12 adslah surat berhargs atas unjuk dalam  rupiak (Rp) yang
diterbitkan dengan sistem diskonto oleh BI sebagai pengakunn viang berjangks waktu pendek,
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Jaminen yang harus diserahkan berupa promes bank, SBI, surat
berharpa atau aset lajonya, Namun kini ditambah dengan personal
guarantee dan corporate guaranmtee. Bank yang memiota Fasdis
diwgjibkan menyampaikan leporan  setiap minggn  mengena
penggunaan fasdisnya. Dalam hal jumlah fasdis melampaui jumlah
modalnya, maka bank dikenai beberapa kewayiban, yaitu

1. Disyaratkan menyusun rencana peningkatan dalam waktu yang

ditentukan fermasuk rencana pelunasannya.
2. Dilarang melaksanakan pembagian deviden tunai.
3. Dilarang memberikan kredit baru kepada pihak terkait,

Bila Fasdis yang diterima sudah melebihi modal tetapi belum
mencapat dua kalinya, maka bank tetap harus dikenai figa persyaratan
terscbut diatas.

Posisi Fasdis pada tanggal 29 Januari 1999 vang dialibkan kepada
Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalab  sebesar Kp.
28.530.968.976,413,10 untak erpat bank.

. Fasilitas Saldo Debet

Untuk memperkuat posisi serta mengamankan kepentingan Bank
Indonesia terhadap bank-bank setelzh tanggal 1 Januari 1998 masih
bersaldo debet pada Bank Indonesta, maka saldo debet tersebut mulai
bulan Agustus 1998 didudukkan menjadi FSD. Hal ini sesvai dengan
Persetuyjuan Direksi BANK INDONESIA atas catatan yang diaiokan
oleh urusan Kredit tanggal 11 Agustus 1998, ¥SD diberkan kepada 18
Bank dengan total sebesar Rp. 72.430.841.139.704,60. Posisi FSD
tangeal 29 Januari 1999 yang dialihkan kepada BPPN adalah sebesar
Rp. 54.460.895 804.552,60,

. Fasilitas Dana Talangan Valas
Melalui fasilitas ini, Pemerinteh menalangi kewajiban bank-bank

dalam negeri vang telah jetah tempo namun tidak bisa dibayar terhadap
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bank-bank Inar negeri, atas transaksi pembiayaan perdagangan (frade
Jfinance) dan pinjaman luar negeri antar bank (Inrerbank debty dengan
posisi sampal tangeal 30 Junl 1998, Pinjaman Komersial Luar Negeri
(PKLN) bank yang jatuh tempo dalam suvatu periode {(consolidation
period) dapat diperbabarui kembali melalui penukaran {exchange
offer} menjadi pinjarman bary, Fasilitas int diluncurkan sebagai syarat
agar bank kreditur luar negeri membuka kembali credit fine-nya
kepada perbankan lokal.

Fagilitas Dana Talangan Rupiah (untuk bank-bank yang dilikuidasi}

Dilakukan dalam 2 tahap, vaitu :

1. Tahap I, untuk pembayaran deposan sampai dengan Rp. 20 juta per
rekening. Hal int didasarkan kepada Penjclasan Pemerintah
mengenat Kebijakan Pemenntah dalam Likuidasi Bank yang
diumumkan oleh Menteri Kevangan bersamae-sama dengan Menten
Perindustrian dan Perdagangan, Mensekneg, dan Gubemur Bank
Indonesia pada tanggal 1 November 1997, Atas dasar pengumusian
tersebut, Bank Indonesia memberikan talangan kepada 16 E;{}L
(Bank Dalam Likuidas:} dengan total jumiah dana sebesar Ep.
1.642.280.000.600,00 yang diikat dengan SPK (Surat Perjaniian
Kredit},

Z. Tahap I, untuk pembavaran sisa dana deposan. Peda langeal 4
Maret 1998 Bank Indonesia mengelvarkan SPK kepada 16 BDL
dengan total schesar Rp. 3.692.723.344 835,81,

Selain ielalui 2 tahap pembayaran diatas, masih terdapat fasititas dana
talangan rupiah yang digunakan untuk menutup saldo giro negatif BDL
pada Bank Indonesia sebesur Rp. A.161.003.686 246,47 Posisi
Fasilitas Dana Talangan Rupiah pada tanggal 29 Januari 1999 sebesar
Rp. 11.496.007.031.082 30,
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2.2.2. Latar Belakang dan Kronologis Pengucuran Dana Bantuan Likuiditas
Bank Indonesia

Selama dekade $0-an, hampir semua negara Asia melakukan liberalisasi®®
sistern keuangannya, termasuk Indonesia. Di beberapa negara, liberalisasi disertai
dengan pemberian kelonggarao dalarm pengawasan arus medal asing, lalu lintas
devisa, kebebasan menentukan jumlah kredit vang disalurkan dan kebebasan
menentukan suku bunga®' Implikasinya kemudian adalah tersedianya banyak
piliban bagi masyarakat akan jasa-jasa keuangan dan persgingan usaha yang
semakin kuat.

Pada awalnya, Pemeriniah Indonesia melakukan deregulasi terhadap sektor
perbankan® dengan mengeluarkan scjumiah regulasi baru pada tanggal 1 Juni
1983 yang dikenal dengan Paket Jum (PAKJUN] 1983 vang membenkan
kebebasap yang lebih besar kepada sektor perbankan untuk menyalurkan kredit
dan menentukan sendiri suku bungé kredit.*® Liberalisasi kemudian menjadi
semakin progresif dilakukan melalui regulasi yang dikenal dengan nama Paket
Oktober (PAKTO) 1988, tepatnya pada tfanggal 27 Oktober 1988 yang berisi
sejumiah kebijakan Pemerintah dalam hal mendinkan bank dan lembaga
kevangan bukan bank serta ketentuen mengenal cadangan minimum yang
ditwrunkan dari 15% menjadi 2% terhadap jumiah deposito. Ints dari kebijakan ini
adalah meningkatkan mobilisasi dana dan menciptakan kompetist dalam sektor
keuangan. Hal ini telah mendorong dibukanya bank-bank baru yang pada

¥ Liberalisasi perbankan seharusnya dilaksanakan secara berfehap, tergantung pada
kesiapan lombaga-lembaga torkelt, infrastnaldur hukum, dap kapasites sumber daya manusianya.
Kerapuhan shkan timbul beberaps tshun serelah dilakulkan itheralisasi apabila prasyarat persispan
tergebut tidak diperhatikan,

Nari Pangestu, Fhe Lndonesia Bank Crisis and Restrocturing © Lessons and Implications
Jor Other Developing Compiries, {3-24 Discussion Paper Series No. 23, United Conflrasce on
Trade and Development, 2003,

* HLB Hadori & Rekan, Seudi Ekonomi Bamtuan Likwiditas Bask Indonesia, (Jakarta ;
Bank Indonesia, 2002), Hal. 6,

%2 {.ampiran 2 — Reforumast Sistem Keuanpan Indonesis © dan Lampiran 3 — Reformast
¥.ebijakan Moneter Indonesia.

“ HLB Hadori & Rekan, op off, hal. 11.
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awalnya merupakan jawaban atas kebutuhan dana untuk mvestasi di sektor
industri yang telah tumbuh. Namun pada perkembangannya, kebutuban tersebut
tidak hanya dipenuhi oleh sektor perbankan tetapi jugs dipepubi oleh sektor-
sektor asing seperti pasar modal dan modal asing *

Dalam kurun wakty {ghun  1990-an, pembangunzn di  Indongsia
berkembang pesat schingga memacu perkembangan ekopomi, Khusus dalam
bidang perbankan, sejak dibebaskarmya lalu lintas devisa, tercatat pertumbuhan
perbankan semakin meningkat yang ditandai dengan pertambahan jurnlah bank,
dari 11 bank pada tahun 1988 menjadi 20 bank pada tahun 1994 dengan minimal
kapital sebesar Rp. 50.800.000.000,~." Di sisi lain, pereepatan besaran i sektor
perbankan seperti jumlah bank dan kantornya, jumlah kredit yvang disalutkan dan
masuknya modal asing yang tidak dapat diimbangi cleh perbankan yang
memadai dari pengawasan bank dan sektor hukum. Masuknya modal asing yang
kebanyakan bersifat jangka pendek ternyata tidak disertai dengan peslindungan
terhadap nilai, melainkan terkonsentrast terhadap bisnis yang berkonsentrasi
tinggi, seperti pada bidang properti. Seclain Hu, pemwrupan kualitas portefohio
kredit dari lembaga-lembaga keuangan di negara-negata Asia Miracle serta beban
utang yang sangat besar di setor dunia usaha, mengakibatkan kondisi finansial
negara 4sia Miracle tersebut sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya
shock.*

Pada bulan Juli 1997, mata vang sgjumizh negara Asia, yaitu Korea
Selatan, Thailand, Malaysia meourun drastis nilai tukaenya terhadap dollar. Hal
inl juga berdampak terhadap Indonesia, yang mengalami penuctunan drastis nila
tukar rupfahnya terhadap dolar, schingga pihak bisnis dan perbankan mengalami
kesulitan untuk memeouhi kewajibannya terhadap bank. Keadaan tersebut

W b

i Sehingga Indonesia pada sast itu dikatalan sebagal bagian dari “Keaiaiban Asta” {dsfe
Miracle) karena pertumbuban ekonomi yang tinggl, koadisi fiskal yang smumnya surplus da
tingkat inflast tergofong rendah.

Soebandiono & Asscoiates, op o4, hal, 12,

* HLB Hador & Rekan, op oiv, hal. 12.
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mengakibatkan banyak bank yang memgi diksrenakan tidak meliudungivnilai
kurs pinjaran valuta asingnya dan memburuknya arus kas sehingga tidak terjadi
kesulitan likuiditas, Hal ini kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan
pembelian valas secara besar-besaran, baik vntuk membayar utang valas maupun
untuk spekulasi. Peristiwa-peristiwa ini melebar melalui dampak penularan yang
sisternatik  (contagion  effects)  schingga  mengakibatkan  kyisis®
Pemerintah kemudian melakukan beberapa kebijakan awal untuk menvikapi
krisis fersebut. ® Beberapa kebijakan it antara lain adalah -

a. Tanggal 11 Juli 1997, dilakukan pelebaran kurs intervens) rupiah dard
8% menjadi 12%. :

b. Tanggal 14 Agustus 1997, dilakukan penghapusan intervensi terbadap
rupizh, Selain itu dilakukan intervensi terhadap pasar valas untuk
menphadapi tekanan valas yang timbul, baik sebelum maupun sesudah
terjadinya intervensi rupiah 11 Juli yang lalu.

¢. Dilakukan Jangkah-langkah pengetatan likuiditas melalui kebtjakan
moneter dan fiskal, untuk mendukung upaya mempertabankan Kers.

d. ”ﬁ'a.ngga% 15 Agustus 1997, Menteri Keuvangan mewaitbken bank
BUMN mengalibkan dana yayasan milik Pemerintah dan BUMN yang
dipegang ke dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBIL

* Dasar segumen oloh Yeffery Sach, shii ekonomi dari Florvard University, sebaguimana
dikutip dalam bukv karva 1. Socdredist Dijtwandeno, Bergular dengan Krisis dewr Perulibiuz
Ekonomi lndanesia, (Jakarta, Puvtaka Sipar Hacapaa, 2061), hal 7.

 Krisis merupakan akibat dan gejplak finansial atau ekonomi datam perekonomian yang
mengidap kerawanan, Kerswanan perekonomian dapat terfjadi karena unsur-nnsur yang bersifa
internal maupun eksternal, antarg laig

1. Faktor internal, yaito dapat bemipa kebijakan makro yang tidsk tepst, lemahnya
atau hilangnys kepercayaan terhadap mate uang dan lembaga keuangan dan ketidakstaBilan
politik.

2. Faktor eksternal, yang sangat berpengarch misalnya adalah kendisi kewangan
global yang berubah, ketidak seimbangan, atau misalignment nilai tukar mate uang dunia (dotlat
dengan yen), atav pecubahan cepat dari sentimen pasar yang meluas sebagai akibat dari peritaku
ikut-ilatan alan Aard fustivet dari pelsku usaba.

1Bid, hal, 3-8,

“ Periu diingat hahwa kedudukan Bank Indonesia pade sast itn adalah sehagai pelaksana
dan pendutoing kehijakan Pemerintah sesuai dengan UU No. 13/1968 fentang Baok Sentral.

* HLB Hadori & Rekan, op o, hal. 12, 13, 16,
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Langkah-langkah tersebut diatas ternyata belum mampu menciptakan kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan. Akibat yang tezjaéz’ selanjutiya adalab perbankan
mengalami kelangkaan likuiditas, suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUARB)
melonjak tinggi serfa terjadinya penarikan rupiah besar-besaran (rush) oleh
masyarakat secara sistemik,” Kondisi ini mengakibatkan banyak bank mengalami
saldo debet atau rekeningnya di Bank Indonesia dalam posisi minus, sehingga
melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM). Perbankan nasional tidak
dapat memenuki kewajibannya terhadap bamk luar negeri. Kenyataan ini
berdampak terjadinya kelangkaan pasokan barang-barang kebuimhan pokok
termasuk kebutnhan medis dan obat-obatan, yang semakin menambah kepanikan
masyarakat.

Pada tanggal 15 Agustus 1997, Rapat direksi Bank Indenesia mengtapkan
kebijakan berupa pemberian dispensasi kepada bank-bank untuk dapat ikut serta
dalam kliring meskipun mereka bersaldo debet. Keadaan bdak juga mereda
setelah dilakukannya kebijakan tersebut, terlihat dengan semakin banyaknya bank
yang mengalami saldo debet (bukan sekedar mismiatch)> Bank Indonesia
menganggap kewenangannva sebagal fender of the lagt resort tidak cukup untuk
mengatast likuiditas, Bank Indonesia kemudian membawa masalsh ind ke dalam
sidang EKKUWASBANG dan PRODIS pada tanggal 3 September 1997, Melalu
sidang tersebut, Presiden Soeharto membuat keputusan penting yang memitita
agar Menteri Kevangan den Gubermur Bank Indonesia mengambil Tangkah-
langkah sebagai berikut

a. Bank-bank nasional yang ss_ehat tetap) mengalami kesulilan likuiditas
untuk sementara supaya dibantu,

b. Supaya diupayakan penggabungan atau akusisi terhadap bank-bank
yang nyata-nyata sakit oleh bank yang sehat. Jika upaya ini tidak
berhasil, bank-bank bermasalah atau tidsk sehat supaya dilikuidasi

* Ibid, hal, 19.
* Center for Fimancia! policy Studies, op cir, hal, 28,
7 Sochandiono & Associates, op off, hal, 18,
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sesuai  peraturan  perundang-undangan yang berlaku  dengan
mengamankan semaksiooal mungkin para penabung, terutama pemilik
simpansan kecil

Dari sini dapat kita lihat bahwa Pemerintah dihadapkan pada dilematis, antara
menutup sgjumlzh bank namun akan mengundang kepanikan deposan, afau
menyelamatkan bank melalui pemberian bantuan likuiditas untuk mencegah
lumpuhnya sistem perbankan tetapt dapat menimbulkan moral hazard. Pada
akhirnya Pemerintah mengambil kedos langkah diatas, yaitu dengan program ex¥
policy atau menutup bank-bank vang tidak dapat diselamatkan®™ dan menalangi
vang deposan bapk-bank tersebut, Bank Indonesia juga memberikan bantuan
likuiditas kepada bank-bank vang masil dapat diselamatkan, antara lain fasilites
Diskonto I dan I,

Tekanan kxists tidak juga nereda dan kepercayasn terbadap perckonomian
nasional merosot: Melalui sidang Kabinet pekan pertama Oktober 1997,%
Pemerintah memutuskan untuk mengundang International Monetery Fund (IMF).
Dilakukanlah negosiasi untuk mendapatkan bantuan teknis dan pinjaman sfaga.
IMF menyadorkan paket pemulihan ckonomi vang berat, vaitu reformasi ckonomi
sektor ritl, restrukturisasi sektor keuangan {(diutamskan Perbankan), dan
pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati.  Kesepakatan
mengenai sejumlah langkah yang akan dilskukan Pemerintsh Indonesia untuk
menyehatkan ekonominya tertuang di dalam Letter of Intent (Lo!}” dengan IMF

¥ Pemutupan terhadap 16 bank yang tidak dapat dimerger atau akuisist (atas dorongan
IMF) pada awal November 1997 gzenmiia dimaksudkan unhek memulitkan kepercayaan techadap
perbankan, namun berubah menjadi krisis besar-besaran dan rush setelah bank Andromeda dan
Bank Jskarta yang ditutup mengajukan gugatan. Penutupan 16 bank menjadi Bank Dalam
Likvidast (BDL) tersebut difanptkan dengan penutupan banlc yang tidak sehat arzu bermasalzh
atau Gdak {avak Jagi untuk beroperasi dengan menjadikan tujuh bank pada bulan April 1598
schagai Bank Beku Operast (BBQO) senta empat bank pada bulan Agustus 1998 dan 38 bank pada
bulan April 1999 sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha (BBRU) Penutupan 16 bank ini sering
dipersaishican sebagal pomicu utama teriadinyy keisis perbankan ¢i Indonesia karens tidak ferdapat
konsistensi dalam pelaksanaannya.

* HLB Hadort 8 Rekan, op cit, hal. 13.
** Pads hakekatnya, Lol adalah merupakan dokumen yang menggambarkan langkah

kebijaksanaan vang akan ditempuh negara anggote dalam kaitan mendapatkan dukunpen pemBank
tinlversitas Indonesla
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yang akhimya ditandatangani oleh Menteri Keuvangan dan Gubernur Bank
Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997, yang antara lain berisi '

a. Restrukturisasi yang dilakukan secara komprehensif merupakan kunel
kebeshasiian.

b. Bank-bank insolvent — tidak sanggup membayar kewajibannya yang
fak mungkin diselamatkan diharuskan menyusun dan melaksanakan
rencana rehabilitasinya.

¢. Program restrukturisasi terdiri dan empat bagian, Pelaksanaannya
dibantu IMF, Bank Dunia dan Bank Pembanguna Asia. Due Diligence
terhadap bank dilakukan untuk mengetahwi derajat kesehatannya. Bank
yang sehat ifetap berada di bawah pengussaan Bank Indonesia,
sedangkan yang sakit dischatkan oleh Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPND,

Dalam rangka menindakdanjuti Lol tersebut, pada tanggal 1 November
1897, Pemenntah yang diwakili oleh Menteri Kevangan mencabut izin usaha 16
Bank, schingga berstatus Bank Dalam Likuidasi {(BDL) dengean jaminan bahwa
Pemerintah bersedia membayar simpanan para nasabah BDL tersebut *” Tindakan
ini juga belum mampn mengembalikan kepercayaan masyarakat® Untuk
meredam kepanikan masyarakat, Pemerintah akhirnya mengeluarkan pernyataan
bahwa tidak akan ferjadi penutupan bank lagl. Tetapi tindakan ini tidak membawa

Indonesiaaysen IMF, Dokumen ini sebenarnya bukan merupaksn suaty perjanjian ateu kontrak
kredit akan tetapi merupskan suate arrangeses
Soehandions & Associales, op i, hal, 7,

" Pada tanggal 15 Januari terscbut, Pemecintah memutuskan untuk tidak melikuidast
bank dan dilenjutkan dengen pemberian Slankel gwarantes terhadap kewajiban Bask Umum
dengan Keppres No. 26 Talun 1998 tangpal 26 Januart {958,

HLB Hadert & Rekan, op o, hal. 21,

# Kebijakan untuk menuiup bank tidak hanya pagal dalam mengembalikan kepercayaan
pasar, tetapi juge memicw pelarian simpanan bank.bank dan menyebabkan system perbankan
mendekati tolal collapse, Penutupan bank tidak berhasH karens selain belum diterapkannys blanket
giaraniee yang peating bagt pencegahan pelarian Ieh para deposan, jugs karena perilaky kurang
Inyak dari para psmilik banle-bank vang dilikuidasi yang menghkeitik den menggajuken tuntutan ke
pengadilan terhadap Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Tndonesia

I, Svedradiad Ditwandono, firdonesia Financial Trisis After Ten Yoars @ Some note son
fessons learned and prospects, op ¢fs, hal. 7.
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pengaruh yang banyak, rush tetap terjadi dan bank-bank juga tetap mengalami
saldo debet.

Pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangam
Supplement Lol yang berisi 50 butir program perbaikan ckonomi, termasuk
amandemen ULl Perbankan dan revisi RAPBN talun 1999, dimana Pemerintah

kemudian mengumumkan kesedigannya untuk =

a. Menjamin kewajiban bank umum.,

b. Mengembalikan semua dana pam deposan 16 BDL vang ditutup bulan
November 1997

¢. Membentuk Badan Penychatan Perbapkan Nasional (BPPN) untuk
mengambil alih semua BLBIL Sclain itu, BPPN juga dibeniuk untuk
memperkuat kesehatan sisiem perbankan, restrultunisasi  industri
perbankan dan melaksanakan skema jaminan Pemorintah ™

d. Akan diberikan dana talangan sebagaf danz penjaminan dalam rangka
frade finance (sesuai dengan Frankfurt Agreement yang akan
dilaksanakan tanggal 4 Juni 1980).

Hersamaan dengan kebijakan Pemeriniah tersebut diafas, Bank Indonesia juga
memutuskan untuk tidak memberlakukan ketentuan stop khiring bagf bank-bank
yang mengalami saldo gire negatif (saldo debet). Dasar pertimbangannya adalah
apabila ketentuan tentang pemberian BLBI dan ketentuan tentang keikutsertaan
bank dalam kliring diberlakukan secara ketat, maka sistem perbankan tidak akan

* HLB Hadori & Rekan, op ¢it, hal. 13,

% Kelompak penyehatan perbankan diswah dengan pendician BPPN dengan dasar hukom
berups Keputosan Presiden dan Surat Keputusan Bersama gatara BPPN dengan Bank Indanesia.
Dhasar bukum inf sgcara hivarki ridak begi kust yang mempengarvhi meompengarahi kemampuan
BPPN untiuk menyelesaikan permusalaben-permasalaban delam koisis perbankan, sebingga
kewenangan vang armat besar tidak ofekiif dijatankan. Pendirian BPFN ferutama berhguan untok
merestrukturisasi bank-bank dengan melghukan penpamBPask Indonesial alihan manzpermen,
menyelesaikan aget yaog tidak sehat, menjamin dan melaksanaken program-progoam leinnye
bersama Bank Indonesin dan Departemen Kevangan, Badan ini didirikan sementara sebageimana
dimaksud dalam UU Perbankan. Kewenangan-kewenangan BPFN yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah  bertentangas dengan kewenangsn Perseroan Terbatas ateu kewepangsn badan
peradifan vang diatur oleh vadang-undang,

Bid hal 21,
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terselamatkan, karena clalam masa krisis sanksi stop klinng akan berakibat pada
penutupan bank.

Mengacu pada komitmen tersebuf, pelaksanaan pembayaran penjaminan
terhadap nasabal/kreditur merupakan kewaiiban Pemerintzh, Namun karena
adanya kendala pads kondisi keuangan Pemerintah saat itu, maka Bank Indonesia
menyediakan dana talangan ieriebih dabulu dalam rangka pembayaran kewajiban
Pemerintah, vang pada gilirannya ekan ditagih oleh Bank Indonesia kepada
Pemerintah ' Komitmen dan kebijakan Pemerintah pada akhirnya direalisir dalam
berbagal bentuk fasiliias Bank Indonesia yang kemudian discbut Bantuan
Likuidiias Bank Indonesia (BLEI).

BLBI scbhenamya adalah terjemahan dari stilah Bark Indonesica's
Liquidity Support (Lol tanggal 15 Januar 1998), yaitu merupaken kelompok
bantuan likuiditas (iguidity suppori) dari Bank Indonesia kepada perbankan untuk
menjaga kestabilan sistem pembayatan / mengatasi kesulitan likuiditas.” Dalam
kondisi normal, fasilitas ini hanya diberikan kepada bank yang mengalami
kesenjangan tagihan dan kewsjiban bayar.

2.2.3. Dasar Hokam Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Dasar hukum vang mendasar dalam kaitan penyaluran BLBI antara lain
diatur dalam.

a.  IIndong-Undang Nomer 13 Tahun 1968 tentang Bank Seniral.
Dalam Pasal 2¢ ayat (1) dan Pasal 32 ayat (3} serta penjelasan umumnya :

» Sebagal banker's hank, Bank Indonesia dapat memberikan kredit
fikuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam
keadaan darurat dan bahwa sebagai lender of the last resort, Bank Sentral

5 shid

% Ibid, hal, 28.
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dapat membertkan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengetasi
kesulitan-kesulitan likuiditas yang dihadapi dalam keadaan darorat.

» Pasal 7 menyebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah
membantu Presiden dalam mengatur, menjaga, dan memelibara kestabilan
nilai rupiah.

« Pasal 8 menysbutkan bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya, Bank
Indonesia melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah,
dibantu olch suatu Dewan Moneter yang terdinl atas 3 orang anggota,
vaitu Menterf ~ nienter] yang memBank Indonesiadangi kenangan dan
perckonomian dan Gubernur Bank Indonesis,

s Pasal 32 ayat (3} menyebutkan bahwa :

“ Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya dapat memberikan
kredit kwditas kepada bank uniuk mengatasi kesulitan fikuiditas dalam
keadaan darurat.”

Hal 1ni menumiukkan bahwa penyaluran BLBI merupakan implementasi
dari Pasal 32 avat (2) tersebut, dimana BLBI sacara hukumn merupakan
kredit atau pinjaman yang harus dikembalikan atau ditunasi.

b, Keputusan Presider Nomor 120 Tahun 1998 ientang Pererbitan Jaminan
Bank indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bunk oleh Bank PERSERO dun

Bank Pembungunan Duerah untuk Pinjamear Luar Negeri.
Dalam Pasal 2 ayat {1} menyebutkan bahwa:

“Bank Indonesia dapat membenikan jaminan atas pinjaman luar negeri dan

atau atas pernbiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank.”

c. Keputusar Presiden Nomor 26 Tohun 1998 temang Jaminan Terhuadap
Kewajiban Fembayaran Bavk Umum

Dalam Pasa! 1 menyebutkan bahwa :

Universitas Indonesis
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“Pemerintah memberikan jaminan bahwa kewajibar pembayaran bank unmmm
kepada pemilik simpanan dan kreditirnya skan dipenuhi.”

. Kepusan Presiden Nomor 193 Tohun 1998 rentang Jaminan Terhudap
Kewafiban Pembayvaran Bark Perfreditan Rakyat.
Dalam Pasal 2 ayat (1} menyebutkan bahwa:

“Pemernintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank
Perkreditan Rakyat.”

. Petunfuk dan Keputusan FPresiden puda Sidang KaBawk Indomesionet
Terbuias Bidang EXXKUWASBANG dan PRODIS pada tanggal 3 September
1997,

yang menyebutkan bahwa:

“Krists di beberaps negara menunfukkan bahwa sektor kevangan khususnya
perbankan merupakan unsur yang sangat penting dan dapat menjadi pemicy
serta memperburuk keadaan. Untuk itu kepada Saudara Menteri Keuangan
dan Saudara Gubemur Bank Indoncsia saya minta untuk mengambil langkah-
langkah sebagal berikut:

» Bank Nasional yang sehat tetapi mengalamt kesulilan bkuidifas untuk
sementara supaya dibantn.

¢ Bank yang nyata-nyata tidak schat supaya diupayakan penggabungan atau
akuisisi dengan bank lainnya yang sehat.

e Jika upaya fersebut tidak berhasil, supaya likuidast sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan

semaksimal mungkin para deposan terutama deposan keeil.”
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£ Pasal 37 ayaf (2} huruf b U Nao, 7 tahun 1992 tentang Perbankan
“ Dalam ha! suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan
kelangsungan usabanys, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan lain
sesuai dengan peraturan perundang-padangan yang berlake.”
Didalam penjelasannya dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat menentukan
langkah untuk menyelamatkan bank yang mengalami masalah yang
membahavakan kelangsungan vsahanys, sebelum dilakukan pencabutan izin
usahanya dan / atau tindakan likuidasi, Langkah penyelarnatan tersebut
dilakukan terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat.

Sedangkan apabila dikelompokkan secars khusus berdasarksn jenisnya,
dasar hukum penyeluran BLBI adaiah sebagai berikut @

8. Keientuen Penjaminan dan BPPN

» Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 tahun 1998 tentang Jaminan
terhadap Kewaiiban Pembayaran Bank Umum,

» Keputusan Menien Keuangan (KMK) No. 26/KMK.017/28 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban
Pembayaran Bank Umum,

» Surat Keputusan Bersama {SKB} No. 3246KEP/DIR dan No.
i81/BPPN/G55Y tentang Petunmjuk  Pelaksanaan Pemberian Jaminan
Pemerintah terhadap Kewsjiban Pembayaran Bank Umum.

b. Ketentzan Fasdis I dan }

e SK BI No. 31Z2A/KEP/DIR tfentang Fasilitas Diskonto, Sanksi afas
Pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dan Sanksi Saldo Negatif
pada Bank Indonesia.

+ Surat Edaran (SE} No. 16/8/UKU tanggal 21 Januan 1984 peribal
Penyediaan Fasilitas Diskonto dalam Rupiah.

« Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 19 September 1997,
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Lampiran Catatan Perihal FID-I dan FD-II tanggal 26 September 1997 dan
Keputusan Rapat Direksi tanggal 19 September 1997,

SK BI No. 21/534/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1998 tentang Penyediaan
Fasilitas Diskonto Rupiah.

SK BI No. 23/84/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Tata Cara
Penggunaan Diskonto 1.

SE BI No. 21/5/UKU fanggal 27 Oktober 1988 ientang Penvedisan
Fasilitas Diskonto dalam Rupiah.

L 4

. Ketentuan FSBFUK (Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus)
Surat Guberpur Bl tanggal 26 Deserber 1997.

»

Lampiran Surat Gubernur Bl pada tanggal 26 Desember 1997 tentang
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada Bank-bank Swasta Nasional,

» Surat Menters Negara Sekretarts Negara kepada Gubernur Bank Indonesia
Ng. R-183/Mensekneg/12/1987 tentang Bantuan  Likuiditas Bank
Indonesia kepada Bank-bank Swasta Nasional.

Surat Bank Indenesia No. 30/30/DIR/UK tanggal 30 Desember 1997
tentang Permohonan Pemberian FEBPLUIK.

. Ketentuan (new} Fasdis

¢ SE No. 30/18/UPPB tanggal 6 Maret 1998 tentang Fasilitas Diskonto,
Sanksi atas Pelanggaran GWM dalam Rupiah dan Sankst Saldo Gire
Negatif pada Bank Indonesia.

* SK No. 302271/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 tentang Fasilitas Diskonto,
Sanksi atas Pelanggaran GWM dalam rupiah dan Sanksi Saldo Giro
Negatif pada Bank Indonesia,

» SE No. 31/01/UPPRB tanggal 6 April 1998 tentang Tata Cama Penyediaan
Fasilitas Diskonto, Pengalihan Saldo Fasilitas Diskonto kepada Rekening
BPPN. Perhitungan Sanksi Kewsajiban Membayar atas Pelanggsran GWM
dalam Rupiah dan Bunga Saldo Giro Negatif pada Bank Indonesia.
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SK No. 31/55/KEP/DIR tanggal 1 Juli 1998 tentang Fasdis, Pelanggaran
Giro Wajib Minimum dalam Rupiah. Keputusan Direkst Bl No.
31/55/KEP/DIR tangeal 1 Juli 1998 berisi tentang persyaratan Fasilitas
Diskonto, yaitu

- Menandatangant Akta Pepgakuan Utang dan Akta Penpakuan
Utang dengan Janinan disertai penyerahan Promes Bank.

- Jaminan tambahan yang diserahkan berupa aktiva fetap milik
bank atau pinjaman lainnya dan saham bank atay perusabaan
lainnya yang dimiliki pemegang saham,

SE No. 31/17/UPPB tanggal 1 Juli 1998 teniang Fasdis, Pelanggaran Giro
Wajib Minimum dalam Rupiah.

. Ketentuan Dana Talangan Valas

5K No. 20/182/KEP/DIR tanggal 26 Maret 1997 tentang Laporan
Pinjaman Komersial Luar Negeri oleh Badan Usaha Bukan Bank.

KEPPRIES No. 55 Tghun 1998 tanpgal 6 April 1958 tentang Pinjaman
Dalam Negeri dalam bentuk Surat Utang,

KEFPRES No. 120 tahun 1998 tanggal 12 Agustus 1998 tentang
Penerbitan Jaminan BI, serta Penerbitan Jaminan oleh Bank Persero dan
Bank Pernbangunan Daerab untuk Pinjaman Luar Negeri,

SK. No. 31/Q0/KEP/DIR ifanggal 7 September 1998 tentang Jaminan
Pinjaman Luar Neperi Antar Bank/ ;

SK No. 31/89/KEF/DIR tanggal 7 Sepiember 1998 ientang Jaminan
Pembiayaan Perdagangan Internasional.

5K BI No. 31/53A/KEP/DIR tanggal 19 Junt 1998 tentang Penyelesalan
Tunggakan Bank Devisa.

Kesepakatan mengenat Interbank Bebt Exchange Offer London, 29 Marset
1999,

SK BI No. 3UVI174/KEP/DIR tanggal 22 Desember 1998 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direkst No, 31/89/KEP/DIR tentang Jaminan
Pembiayaan Perdagangan Internasional,
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SE BI No. 31/22/ULN tanggal 22 Desember 1988 perihal Perubahan Surat
Keputusan Direksi No. 31/89/KEP/DIR tentang Jaminan Pembiayaan
Perdagangan Internasional.

SK BI No. 31/28%WKEP/DIR  tangeal 15 Maret 1999 perihal
Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi No. 31/53A/KEP/DIR tanggal
19 Jurd 1998 tentang Penyelesaian Tunggakan Bank Devisa.

SE Bl No. 31/30/ULN tanggal 15 Maret 1999 tentang Penyempurnaan
Surat Keputusan Direksi No. 31/33A/KEP/DIR tanggal 1998 tentang
Penyelesaian Tunggakan Bank Devisa.

Surat Menteri Kemangan S-686-017/1998 tanggal 1 Desember 1998
tentang Penvelesaian Tunggakan Inrerdank Debt and Trade Finance
Perbankan setelah tanggal 30 Juni 1998,

SK Bl No. 29/192/KEP/DIR tangpal 26 Maret 1397 tentang Pedoman
Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri.

Faer Sheet, Perjaniian Restruktudisasi Pinjaman Indonesia yang dicapai
dalam Peganjian di Frankfurt tanggal 4 Juni 1998 dan lain-lainnya,

Prosedar Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

Penyaluran BLBI oleh Bank Indonesia kepada bank pencnimanya

dilakukan dengan pola reimburse (pembayaran kembali). Sistem kiinng yang

digunakan dalam mengadministrasikan penarikan dan penyctoran dana bank

tersebut mengandung kelemahan pengendalian yang melekat padanya (inherent

risk)® Pada dasarnya, sistem dan prosedur penyaluran BLBI dapat dibagi

menjadi tiga kelompok, yaitu

“* Soehandjono, op i, hal. 29,
& Ihid.

¢ Soehandjono & Associates, Bank fndonesia dan BLBI Suatu Tinjanan dan Pesilaian

Aspek Ekonomi, Kenangan dan Hubvm, {(Jakarta: Baonk Indogesia, 2002), hal 48
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a. BLBI untuk mengatasi kesulitan likuiditas (saldo debet, SBPUK, dan
new fasilitas diskonto),
Prosedur penyaluran BLBI untuk mengatasi kesulitan lkuiditas
diawali dengan permohonan bank-bank yang bersaldo negatif ke Bank
Indonesia agar dapat tetap diperbolehkan mengikuti Kliring. Kemudian
Satuan Kerja mengajukannya kepada Direltur Bank Indonesia untuk
mendapat persetujvan dari Rapat Dircksi Bank Indonesia, Apsbila
kebutuhan mendesak, maka persetujuan dapat dilakukan oleh satu
orang Dircktur fanpa melskukan Rapat Direksi Bank Indonesia
ataupun juga dapat dilakukan dalam forum morning call dan evening
call. Prosedur ini diakhini dengan pemberian fasilitas BLBI termasuk
Jaminannyz dengan pengikatan secara notariil. Pengikatannya melalui
Akta Pengakuan Utang dan Akta Pengakuan Utang dengan Jaminan,
Sebesar Rp. 129,40 tniliun dana disalurkan untuk mengatasi likaiditas

bank melalui fasilitas ini

b. BLEBI unwk dana talangan valas.

Prosedur ini dilakukan berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No.
31S3A/KEPDIR tanggal 19 Juni 1998 tentang Dana Talangan unfuk
Tunggakan nterbank Debt atau Trade Finance. Sciak tanggal 25 Juni
1998, Bank Indonesta kemudian telab melakukan perobayaran dana
talangan tunggakan trade finance kepada perbankan fuar negeri, yang
dibayarkan dalam wvaluta asli sesuat dengan transaksi vang ada.
Mengingat jadwal penyelesaian yang inendesak, vallu tapggal 26-30
Juni 1998, proses verifikasi menjadi faktor penighambat pelaksana.

Berdasarkan informasi kreditur luar negeri, beberapa bank debitur
yang masih beroperast dan Bank Beku (iperasi (BBO) masih memiliki
tunggakan Trade Finance yang jatuh tempo setelah tanggal 3¢ Juni
1968, Direksi Bank Indonesia menyetujul untuk membayar tunggakan
dimaksud setelah dilakukan klarifikasi atas jumlah tunggakan tersebut

 Homepage Bank Indonesia, www.bizo id., Maret 20D5.
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kepada bank bersangkutan. Sebelum dilakukan pembayaran Trade
Finance BBQ, Direksi Bank Indonesia mengajukan surst untuk
meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada BPPN mengenai jumlah
tunggakan Trade Finance serta bank koresponden lear negeri yang
akan menerima pembayaran tersebut. Dana yang disalurkan dalam
fasilitas dana talangan valas ini adalah sebesar Rp. 9,13 witiun. ¥

. BLBI untuk dana talangan rupish.

Penyalwan BLBI dalam bentuk dana talangan rupiah dilakokan

scbagai tindak Janjut atas Keputusan Pemerintah untuk melikuidasi 16

bank insolven pada tanggal 1 November 1997 (16 bank BDL}. Dalam

pelaksanaannya, fasilitas ini mencapai jumlah Rp. 6,015 triliun,

Prosedur pembayaran dana nasabah 16 BDL tersebut dilakukan dalam

dua tahap :

» Tabap pertarma, disetujui pemberian kredit talangan kepada 16
BDL untuk menalangi pembayaran kepada nasabah (penabung,
deposan, dan giran) yang selanjutnya disebut Dana Talangan
Rupiah I (DRT I). Berdasarkar kebijakan Pemeriniah, pembayaran
DRT 1 masing-masing scbesar 20 juta rupiah setiap rekening.
Menindaklanjuti hal terscbut, pada tanggal 4 November 1997, Bank
Indeonesia mengeluatkan Surat Penegasan Kredit (SPK) yang Bila
disctujui oleh Tim Likuidasi ditandatangani dan dikembalikan
kepada Bank Indonesia,

s Tahap kedua, untuk membayar sisa dana nasabah yang ada pada 16
BDL yang mekanisme pelaksansannya adaiah dengan ditalangi
dulu oleh Bank Indonesia selanjutnya dibebankan ke datam APBN
selama 10 tzhun sesvai dengan Surat Menteri Kevangan kepada
Presiden No. 5-84/MK/1998. Lebih lanjut Surat Menteri Keuangan
No. S-114/MK/1998 menyebutkan bahwa Presiden telah
menyetujui pengembalian seluruh deposito, tabungan, dan berbagai

 Ihid,
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bentuk simpanan lainnye dari semua nasabah 16 BDL. Kemudian,
Bank Indonesia melalui Urusan Kredit pada fanppal 4 Maret 1998
mengeluarkan SPK untuk Dana Talangan Rupiah 1L (DTR 11).%*

2.2.8. Bank-bank Penerima Bantuan Lilasiditas Bank Indonesia

Bank Indonesia menyalurkan fasilitas BLBI sebesar Rp. 144.536 miliar
kepada 48 Bank Umum yang terdini dani 10 BBQ, 5 BTO, 18 BBK, dan 13
BDL. Berikut ini akan diperiibatkan data-data beberapa nama dan bank penerima
BLBI, per Januari 1999 (Miliar Rp.) dikuttp dari Majalah Forum, edisi 18 Agustus

20027
No Nama Bank Status Pemilik Lama Jumlah Pokok
BLBI

1 | BDNI BBO | Sjamsul Nursalim 37.040
2 |BCA BTO | Scedono Salim 26,596
3 | Bank Danamon BTO | Usman Admadjaja 23050
4 | BUN BRO | Bob Hasan 12,0638
5 | BHS BDL | Hendra Rehardja 1,866
8 | BANK BBXU i Bambang Winarso 4018

INDONESIARA
7 | Bank Pacific BDL i Jbnu Sutowo 2.133
8 | BNN BBKJ | Tommy Socharto 3020
8 hid

% Maislah Forum, edisi 18 Agustus 2002, hal. $0.62,
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9 | Bank PDF(I BTCG | Pemerintah -
10 | Bank Pelita BBO | Hashim Sumitro 1.9%0
i1 | Bank Tiara Asia BTO | Panji M. Noer 2978
12 | SBU BDL | Dasuki A. Subroty 1.678
13 | Pesona Utama BBKU | Aburizal Bakrie 2.333
14 | Bank PSP BBKU | 8. Gundokusumo 1.839
{5 | Bank Surya BRO | Sudwikatmano 1.654
16 | BCD ‘ BBK1iJ | Sam {andoyo 1.403
17 | Bank Ficorinvest BBKU | Sjamsutl Nursalim 916
18 "SEAB 'BDL | Handy Sunardio 899
19 | Bank Subentra BBO | Sudwikatmono 861
20 | Bank Modem BBO | Samadikan H. 2.558
21 | Bank Pinacsaan BDL | Muchtwr X 681
22 1 Bank Sewu BBKU | Lanny A, Subroto 642
23 | Bank Astria Raya BDI. | Henry Liem 579
24 Banéc Asia Pasifik BBKU | - 2,055
25 | Bank Istismarat BBO |- 320
26 | Bapk Industri BDL | Hasjim Sumitro 511
27 | Papan Scjahtera BBKU | Hasjim Sumitro 929
28 | Bank Centris BBG | P. Banuara S 630
29 | Dagang Industri BBKU | Lippo/AA Baranmli 482
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30 | Bank Intan BRBKU | Fadel Mubammad 402
31 | Bank Umum Sertivia | BBKU | Rijanto Sastro A 362 |
32 | Mataram Dhaparta | BDL | Sri Sultan HB X 337
33 | Bank Dewi Rutii BBKU | Rudolf Kasendra 609
34 | Bank Guna Tt BDL | Hendra Rahardja 251
35 | Bank Uppindo BBKU | Pemerintah 243
36  BankTata BBKU | Susilawait Wijava 22}
37 | Bank jakarta BDL | Probosutedio 211
38 | Bank Anrico BDL | H Anwar Syukur 216
39 | Kosagrha Semesta BDL | Setiawan Chandra 202
40 | Citrahasta BDL |- 202
Manunggal
47 | Bank Aken BBKU | Sugiono E14)]
42 | Bank Hokindo BBO ! Hokiarto 214
43 | Bank Dwipa Semesta | BDL | Bambang Samijono 110
44 | Bank Danshutama | BBKU | Sofyan Wapadi 185
45 | Bank Lautan Berban | BBKU | Gunazevy Hassim 241
46 | Bank Deka BBO | Leo Lopolisa 153
47 | Bank Umum BDL |- 9
Majapahit
48 | Bank Baja Int’L BBKU | Sugiono Widjaja 36
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Total 144.536

Tabe! §, Duflar Bank Penerims Dans BLBI

Keterangan .
i. BBO = Rank Beku Operast
2. BTO = Rank Take Qver

1. BEBRU = Bank Beku Kegiatan Usaha
4 BDL = Bank Dalam Likuidasi

Berdasarkan table 48 bank penerima BLBI terscbut di atas, tampak empat
bank terbesar penerima BLBI adalah Baok Dagang Nasional Indonesia (BDNI)
dengan status BBO sebesar Rp, 3’}’,64.0 miliar, BCA (BTO}vsebesar Rp. 26,596
miliar, Bank Danamon (BTQ) sebesar Rp. 23.050 miliar dan BUN (BBO) sebasar
Rp, 12.068 miliar,

23. DAMPAK  PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BANTUAN
LIKUIDITAS BANK INDONESIA  TERHADAP DUNIA
PERBANKAN INDONESIA

Pada tzhun 1997-1998 tersebut, kyisis yang terjadi i Indonesia
berkembang menjadi sangat luas dan membawa dampak veng dahsyst bag
sehagian besar masyarakat Indonesia. Hal itu dischabkan karena krigis yang
teriadi saat #tu bukan sekedar krisis dibidang moneter semata melsinkan
berkembang menjadi krisis raulfidimensi yang berdampak pulz dibidang sosial,
politik, dan pertahanan keamanan.
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Kejatuhan mendadak perekonomian dimanag sebelumnys justrn sedang
ferjadi pembangunan ekonomi dalam skala besar tersebut menpakibatkan
kekacauan vang harus ditangani oleh Pemerintah sesegers mungkin, untuk
menghindari terjadinya kehancuran {otal. Untuk ifw, Pemerintah bersama Bank
Indonesia pada ssat ith memutuskan untuk mengarabil kebijakan secara cepat
demi menyelamatkan perbankan Indonesia, yang merupakan tulang punggung
perekonomian negara, agar terhindar dari kehancuran akibat krisis yang bersifat

sistemik tersebnt,

Langkah awal yang dijalankan oleh Pemerintah adalah keputusan yang
diambil pada sidang kabinet saat itu dimana diputusken bahwa Pemerintah udak
akan mefakukan penutupan atas bank-bank saaf #tu, namun keputusan ini tidak
meredakan reaksi masyarakat vang melakukan penarikan saldo mercks pada
bank-bank nasional schinggz akibatnya Pemerintah harvs mengalitkan dana
untuk membantu menjsga arus kas bank-bank yang mengalami rush ‘iersébut,
Namun melibat keadaan yang tidak juga membaik, Pemerintzh akhirnya
mengundang IMF dan meminiz perfolongannya unfuk membantu mengatasi
krisis vang sudah meluas ftu. Kehadiran IMF membawa perkembangan bary
dimana pihak IMF mengusulkan kepada Pemerintah untuk menutup 16 bank
vang sudah tidak memiliki harapan fagi, usulan mana yang akhimya ditkuti oleh

Pemerintah.

Penutupan 16 bank tersebut tenjadi pada bulan November 1997, yang
berakibat semakin meningkatnya kepanikan masyarakat. Tklim panas yang
melanda masyarakat saat ity fidak dapat diredam sekalipun pemernntah telah
mengeluarkan jaminan akan melindungl dan mengambil alih  kewajiban
pembayaran dana masyarakat dalam bank-bank yang ditutup tersebut, dan pada
akhirnya terjadi efek buruk yang sangat ditakutkan dimana masyarakat vang
panik mula; menarik dana mereka yang tersimpan di bank-bank lainnya.
Penarikan ini terjadt secara besar-besaran dan serentak schingga mengguncang
kondisi perbankan secara keseluruhan, Bank-benk yang semula sehat mulai
terganggy stabilitas dan likuiditasnya karena ditarik dananya secara serentak oleh
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masyarakat. Reaksi masyarakat vang demikian mengakibatkan jatuhnya
kesehatan hampir semua bank saat itu.

Keadaan yang demikian memaksa Pemerintah bertindak cepst. Bank-bank
yang schat juga diberikan dana untuk bisa beriahen menghadapi rush tersebut,
sedangkan kucuran dana untuk mengganti dana nasabah yang tadinys disimpan
dalam 16 bank vang telah ditutup juga tetap diberikan. Dana ini berasal dari dana
talangan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang pada akhimys akan ditagih
oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, yang kemudian akan dissbut sebagal
Bantuan Likuiditas Bank Iodonesia.

Pengucuran dana BUBI ini jelas memiliki berbagal dampak tersendiri vang
terdiri dari dampak yang positif dan negatif, dan dampak ini berpengaruh pada
herbagai bidang di Indonésia, termasuk bidang perbankan dan bidang-bidang lain

S¢Carg NmuT,

23,1, Dampak Di Bidang Perbankan
a. Dampak positif :

s Perbankan adalah tulang punggung perekonomian suatu negara
karena perbankan sebagai  agent of development {agen
pembangunan) adalah sektor vang menjalankan fungsi sebagai
Financiat  Fatermediary™ vang berfungsi menampung dan
menyalurkan dana masyarakat. Bisa dibayangkan apa vang akan
menimps suatd negara apabila sckior perbankan suatu negara
hancur. Kohancuran perbankan mengakibatkan berhentinya
sistem pembayaran, hilangnya dana masyarakat yang disimpan
dalam hank-bank tersebut, vang akan membawa kehancuran
ekonomi masing-masing warga negara, kemudian berlanjut pada
hancurnya sektor industri karena tidsk tersedianya fasilitas
pembiayaan yang dibutuhkan sebagai modal, munculnya banyak

* Indonesia. Undang-undang tentany; Perbankan, UU No. 7 tahun 1897, Pasal 3.
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sekali pengangguran karena lapangan pekerjaan ikut menghilang
bersamaan dengan hancurnya perindusirian, yang otomatis akan
meningkatkan tingkat kriminalitas dalam masyarakat, dan banyak
lagi dampak nepatif yang akan muncul sebagai efek samping dant
hancumya suatu sistems peroankan. Singkat kata, kehancuran
negara tersebut Dengan pengucuran dana BLBI tersebutlah
sistem perbankan nasional saat {tu dan kepentingan umum
masyarakat dapat terselamatkan.

b, Dampak Negatif:

» Stipma negatif darl masyarakat yang dalam hal ini bukan hanya
ditujukan kepada Pemerintah, namun juga terhadap Bank
Indonesia. Banyak pihak vang mencurigai Bank Indonesia
memiliki kepentingan atau mal lain dalam skandal pengucuran
BLBI tersebut, vang membuat banyak pejabatnya seperii Paul
Sutopo (Mantan Direktur Bank Indonesia bidang moneter),
Hendro Budianto {Mantan Direktur Bank Indonesiz bidang
Hukum), Herz Supratome (Mantan Direktur Bank Indonesia
bidang Perbankan), yang belakangan harus berurysan dengan
hukum karena dicurigai berlakue “tidak jujur” dalam kasus
tersebut karena dianggap telah melakukan pelanggaran prosedur,
antara lain karena tidak memberlakukan ketentuan stop kliring
bagi bank-bank yang telah bersaldo debet di Bank Indonesia,
sebaliknya justru malah membernikan dana tambahan. Tindakan
seperti ifu mengakibatkan para pejabat Bank Indonesia harus
menerima tuduhan-fuduban dan berbagal kalangan vang lebib
menganggap bahwa tindakan yang diambil Bank Indonesia waktu
ttu  sebagai kesalahan dibanding sebagai suatu  tindakan
penyelematar.

Sedangkan dilain pikak, Bank Indenesia sebagai suatn lembaga
yang harus mengambil trgdakan cepat demi menyelamatkan

sisten  perbanken waktu itu scbenarnya menyadari bahwa
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memang ada beberapa prosedur yang melanggar ketentuan baku
yang berlaku, namun tindakan jiu harus dinilal dan dilihat
berdasarkan situasi dan kondisi saat jtu, bukan denpgan kondisi
normal! dimana tidak tegadi krisis, sehingpa baru akan muncul
sebualr kesepahaman bahwa scgala pelanggaran dan “jalan
pintas” yang diambil Bank Indonesia saat itu merupakan sebuab
keharusan demi menyelamatkan sistem perbankan sccara cepat
dimana tidak tersedia waktu wntuk memenuhi dan melakukan
segata prosedur normal yang berlaku ™'

2.3.2. Dampak Di Bidang Lainnya
& Dampak Positif
« Ditsdang politik
Akibat krisis tersebut, kondisi politis nepara saat itu ikut
terguncang. Masyarakat yang pantk dan ¢omas banyak melakukan
demonstrasi, Hancumya perekonomian juga membawa dampak
yang lebih jauh yaitu hangurmnya dunia nsaha sehingga terjadi
peningkatan jumlah pengangguran secara drastis. Keadaan ini
menychabkan muncul ketidak puasan pada masyarakat luas,
Kombmasi darl kepanikan dan ketidakpuasan ini menyvebabkan
masyarakat bereaksi negatif vang menimbulkan huru hara dan
kekacauan Keadaan seperti itu, ditambah dengan timing vang
berdekatan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR yang
akan diselenggarakan pada Maret 1998, membuat Pemerintah
harus mengambil tindakan cepat demi meredam kekacavan yang
terjadi. Dengan demikian dikucwkanlah dana BLBI tersebut
untuk mengganti dana masyarakat yang tersimpan pada bank-
bank yang telah ditutup diatas, dan untuk membantu bank-bank

" Wawancars dengan Bapak Anio Prabowo, Fxecutive Rescarcher Finmicial Sustem
Stability Burean Directorate of Bankang Research and Regwlation, 81 Back Indonesis, 17 Juni
2008,
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sehat yang sedang mengalami kesulitan likuiditas karena
mengalami penarikan dana begar-besaran oleh nassbahnys agar
bisa tetap bertghan. Tindekan ini berbasil meredakan suasana
pelitis yang kacau balau saat ite dan akhimya Sidang Umum
MPR bisa digelar dalam suasana yang relatif lebih terkendali,

+ Dibidang stabilitas nasional

Selamatnya sistemn  perbankan dasn  mercdanys  kepanikan
masyarakat jelas berdampak positif bagi stabilitas nasional.
Melonjaknya tingkat kejahatar dan burabara yang sempat tmbul
bisa kembali menurun dan stabilitas nasional mulai kembali pada
tingkat yang dapat dikendalikan schingga Pemerintah dapat
dengan cepat mulai békerja untuk membenahi keadaan bangsa
agar cepat pulih dan kekacauan yang terjadi.

Hal mana tidak mungkin dilakukan apabila krisis terjadi berlarut-
larut dan tidak ditangani secara cepat.

b. DPampak Negatif :
¢ Dibidang Keuangan Negara

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam pelakssannya pengucuran
dana BLBI pada waktu im juga mengandung banyak
kecarobohan, Hal itu dikarenakan Pemerintah dan Bank Indonesia
dituntut harus mengambil tindakan penyelamatan yang cepat guna
mencegah  kehancuran, sehingga dalam  prosesnya memang
banysk prosedur nommal yang ftorpaksa disbaikan Contohnya
adalab terkait dengen jaminan atas pengikatan utang dana
tersebut.

Pengikatan utang vang dilakukan ssat ifu juga jelas fidak
mermungkinkan untuk dilakukan wverifikasi terhadap masing-
masing jaminan. .
Mendesaknya sitvasi sagt itu membuat verifikasi jaminan fidak

dapat dilaksanakan karena untuk melakukan verifikast tersebut
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pasti akan dibutuhkan banyak waktu yang jelas tidak tersedia saat
itu. Belum lagi jaminan berupa personal guarantes yang secara
hukum jelas berkekuatan sangat lemah, namun pada saat itu
terpaksa  diterima  oleh Pemerintah, Jagi-lagi karema alasan
keterdesakan, Inilah yang terungkap dikemudian hari bahwa
jaminan-jaminan tersebut banyak yang tidak sebanding nilainya
dengan utang yang 4diberikan kepada masinganasing obligor
BILBI tersebut.

Kelalaian-kelalzian  diatas mengakibatkan negara  harus
mengucurkan dana yang sangat besar, yaitu sekitar Rp, 144
frilvan {yang pada saat itu sama dengan 30% GDP nasional),
dimana sekitar Rp 1384 trilyun disntaranya berpotensi
merugikan negara karcma iglah dikucurkan oleh Pemerintzh
melatui Bank Indonesia tanpa pengawsasan dan prosedur yang
baik schingga banyak penvimpangan dana yang terjadi, raibanya
dana tersebut yvang ditengarai dilarikan oleh obligor bersangkutan,
dii.

wampai sekarang pembayaran dana BLBI fersebut masih belum
diselesatkan dan jelas sangat membebani Angpgaran Pendapatan
dan Belsnja Negara (APBN) samapai saat itd.

+ Dibidang Hukum

Jumlah fantastis dalam kasus BLBI tersebut membuat kasus
penyimpangan BLBI menjadi kasus korupst yang paling
merugikan negara, Penyclesajannye sampai kini masih belum
jelas, pelaku korupsi BLBI masib banyak yang berkeliaran bebas
dan belum mendapatkan tindakan apa-apa dart Pemerintah. Kasus
ini membuat masyarakat makin meragukan  kredibilitas
Pemerintzh dan kesungguhan Pemerintah untuk menangani kasus-
kasus korupsi di Indonesia,
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Dampak-dampak yang telah discbutkan diatas merupakan bagian yang
tidak dapai dipisahkan dari pengucoran Bantuan Likuiditas Bank indonesiz vang
telah dikucurken oleh Bank Indonesia saat itu. Kontroverst yang terjadi
sesudshoyva juga mervpakan bagian lain vang mengiringl, dimana banyak pihak
yang meparuh kecurigaan bahwa delam penguciran dana saat torjadi banyak
kecurangan yang diindikasikan banyak peraturan vang ditabrak oleh para pejabat
finggt Bank Indonesia saat itu. Hal itulah yang oleh Pemerintah selanjutnys saat
ito mulal diselidiki dan akhirnya berakibat beberapa pejabat tinggi Bank Indonesia
harus diadii dan menjatani hukuman.

~ Namun tidak kalah banyaknya suara yang mengatakan bahwa hal-hal vang
terjadi sant itu, termasuk banyaknya peraturan yang dipatahkan dan Desarnya
jumlah dana yang dikeluarkan, adalah hal yang sangat wajar dan biss dipahami
mengingat kacaunya keadaan saat ity yang membutuhkan penanganan sangat
cepat. Dikatakan bahwa apabila peraturan yang ada saat itu diterapkan secara
ketat, termasuk soal kétenmaxz stop kliring bagi bank bersaldo debet, akibat vang
muncul akan sangat dahsyat dan tidak terbayangkan, yang mungkin akan
mengakibatkan harus ditwtupnya sangat banyak bank nasional. Hal intlzh yang
diusahakan untuk dihindari oleh Pemerintah dan Bank Indonesiz saat itu
Sedangkan mengenai besarnya duna yang disinggung sangat {anfastis tersebud,
dikatakan merupaken hal yang tidak dapat dihindari sebagai biaya krisis, yvang
pada dasarmya memang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk bisa melewatd

dan survive dari krisis tersebut.”

Banyaknya opini fersebut merupaken hal yang wajar dan hendaknva
menjadi bahan pembelajaran yang baik bapi bangsa ini, dan sekaligus sebagai
pengalaman berharga vang dapet membantu Peinerintah untuk biss mengatasi
segala hal dimasa depan dengan lebih baik, agar dapat memimpin bangsa ini
dengan baik disegala situasi dan kondisi.

2 Wawancar denpan Bapak Anto Probows, ibid

Unlversitas indonesia

Dampak Pemberlakuan..., Ike Lestari, FH Ul, 2009



BAB3
PENUTUP

31. KESIMPULAN

Berdasarkan penguraian vang telah dibahas distas, maka dapat
dikeraukakan jawaban atas pokok permasalahan yang tefah diutarakan dalam Bab
¥ tulisan i, yaitn

1.

Yang dimaksud dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah

semua fasilitas bantuan dari Bank Indonesiz diluar KLBI, berupa

kucuran dana yang diberikan kepada perbankan nasional untuk
menjaga kelancaran sistern pembayaran yang ferganggu mismatch dan
untuk menjaga kestabilan sistem perbankan itu sendirt.

Jenis-jenis BLBJ adaiah ;

. Fasilitas dalam rangke memperiahankan kestabilan  sistim
perpbayaran yang bisa terganggn karena adanva mismateh atau
kesenjangan antara pencrimaan dan penankan dana perbankan,
baik dalam jangka pendek disebut fasilitas diskonio atau fosdis 7
dan yang berjangka febih panjang, disebut fasdis /1

b, Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sjalan dengan
program monetar dalam bentuk SBPU lelang maupun bilateral

c. Fasilitas dalam rangka penyechatan frursing ataw rescue) bank
dalam bentuk kredit likuiditas danwat (KLD) dan kredit sub-
ordinasi (SOL)

d. Fasilitas untuk menjaga kestabilan sistin perbankan dan sistim
pembayaran sehubungan dengan adanya penarikan dana perbankan
secara besar-besaran (bank run atau rush) dalam bentuk penarikan
cadangan wajib (GWM) atau adanya salde negatif atau soldo debet
atau overdraft rekening bank di BI

5%
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e. Fasilitas untuk memperiahankan kepercayaan masyarakat pada
perbankan dalam bentuk dana wlangan untuk membayar kewajiban
Tuar neger: bank dan untuk pelaksanaszo sistim penjaminan Blanket

guaramieg),

2. Kebijakan BLBI inf jelas berdampak bagi negara pada umumnys dan

dunia perbankan pada khesusnya, Dampak tersebut terdiri dan dampak
vang positif dan negatif. Dampak positifitya dapat dilihat dalam bidang
politik, ekonomi, dan stabilitas nasional vang terhindar dari
kehancuran dengan selamatnya sistem perbankan nasional, Sedangkan
dampak negatifnya dapat dilihat dan besarnya utang dan potensi
kerugtan yang sanpat begar sgjumlah sekitar Rp. 1384 tilyun yang
barus ditanggung negara sampai saat ini  Kkarema banysknya
penyimpangan yang teradi dalam kasus BLBI terscbut, dan juga
stigma negatif yang melokat bukan hanya pada Pemerintah namun joga
pada Bank Indonesia. Stigma negatif terscbut muncul karena
masyarakat melihat banyak pelanggaran prosedur vang ferjadi dalam

proses pengucuran dana bantuan tersebut.

3.2. SARAN

Setelah melibat uraian dan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat

diberikan atas permasalahan inf adalab :

Kepada Pemerintah dan pihak penegak hukum, agar dapat bertindak
febih tegas terhadap para obligor BLBY vang sampal sekarang belum
menunaikan kewajibannya untuk menyelesaikan pembayaran BLBI
tersebut kepada Pemerintah. Hal ini jelas sangat perlu dilakukan, selain
demi ditegakkannyz hukum secars jujur dan adil, dan untuk
mengurangt Kerogian yang difanggung negara berkenaan dengan kasus
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ini, namun juga untuk memboktikan dan menunjukkan itikad baik
Pemerintah dan para penegak hukum bahwa mereka benar bersungguh-
sungguh dalam menyelesaitkan permasalahan ini.

2. Kepada Bank Indonesia dan Pemerintab, agar menjadikan hal ini
sebagai pengalaman yang sangat berguns, agar dikemudian hari dapat
mengatasi segaly situasi dengan lebih baik. Bahwa sebagian dari blaya
yang harug dikeluarkan waktu itu merupakan biaya krisis yang tidak
dapat dihindari memang benar, namun apabila dikelola dengan lebih
baik kiranya besaran dana tersebut ataupun penyalurannya gkan bisa

lebik teratur dan maksimal.

3. Kepada masyarakat, agar bersikap dan berpandangan lebih terbuke,
bahwa memang benar dalam kasus dana BLB tersebut felah terjadi
banyak pelanggaran vang merugikan negars, namun lidak dapat
dilupakan pula bahwa bantuan dans BLBI terscbut jugz telah
menyelamatkan sistem perbankan nasional. Dengan demikian akan
lebih baik firanya apabila masyarakat bangsa Ini tidak bersikap
pesimis dan berpandangan negatif kepada para pejabatnya, scbaliknya
marilah kite berikan dukungan dan pengawasan yang schinggs akan
dapat tereajud pemerintaban yang lebib bafk dan perekonomian yang

fehih sehat dimasa yang akan datang.
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